
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Tanahmemilikiartidanperananyangsangatpentingbagi

kehidupan manusia,karena setiap orang memerlukan tanah

semasa hidup sampaidengan meninggaldunia dan mengingat

tatanankehidupandanjugapolaperekonomiansebagianbesar

yangbercorakagraria.Tanahuntukkehidupanmanusiamemiliki

maknayangmultidimensional.Pertama,darisisiekonomitanah

adalahsaranaproduksiyangbisamendatangkankesejahteraan.1

Kedua,secara politis tanah bisa menentukan kedudukan

seseorangdidalam pengambilankeputusandimasyarakat.Ketiga,

sebagaikapitalbudayabisamenentukantinggirendahnyastatus

sosialpemiliknya.Keempat,tanahmemilikisakralsebabpadaakhir

hayatsetiaporangakankembalikepadatanah.Hubunganmanusia

dengan tanah didalam hukum adatmemilikihubungan yang

kosmismagis-religius.2

Dalam hubungan yang kosmismagis-religius artinya

hubunganinibukanantaraindividudengantanahsajaakantetapi

juga antarsekelompok anggota masyarakatsuatu persekutuan

hukum adatrechtsgemeentschapdidalam hubungandengantanah

ulayat.Tidakjarangterjadisengketaataskepemilikantanahantar

1MariaSumardjono,2005,KebijakanPertanahanantaraRegulasidanImplementasi,Buku
Kompas,Jakarta,Hlm.3
2Ibid,Hlm.4
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anggotamasyarakat.Kasusyangterkaittanahterutamadidalam

halsengketatanahyangmungkinterjadisampaisaatinitidakakan

pernahsurut,karenadisebabkansemakinbanyaknyapertumbuhan

aktifitasmanusiadansemakinkompleksnyamasalahyangterjadi

antarasesama.3

Wakaf adalah institusi keagamaan, berfungsi sebagai

ubudiyah dan juga berfungsi sosial. Wakaf sebagai suatu

pernyataandariperasaanimanyangbaikdanrasasolidaritasyang

tinggikepada sesama umatmanusia,oleh karena itu wakaf

merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan dan juga

memelihara hamblum min Allah dan hamblum min an-nas,

hubunganyangvertikaldanhorizontalterhadapsesamamanusia.4

Danjugawakafsebagaisumberdayaekonomi,artinyapengguna

wakaf tidak terbatas untuk keperluan kegiatan berdasarkan

orientasikonvensionaluntukmasjid,pendidikan,rumah,sakit,panti

asuhandll.

Tetapiwakafdidalam definisiluasdapatjugadimanfaatkan

untuk kegiatan ekonomilainnya.Selain merupakan instrumen

ekonomi yang berdimensi sosial, perwakafan tanah adalah

konsekuensi logis dari sistem kepemilikan didalam Islam.

Kepemilikan harta benda didalam Islam wajib disertaidengan

pertanggungjawabanmoralyangartinyahartabendayangselama

3MariaSumardjono,2005,KebijakanPertanahanantaraRegulasidanImplementasi,Buku
Kompas,Jakarta,Hlm.5
4RachmadiUsman,2009,Hukum PerwakafandiIndonesia,SinarGrafika:Jakarta,Hlm.72
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inidimilikiseseorangataulembagasecaramoraldiyakini.5

TetapisecaraideologisadaSebagiandarinyamenjadihak

bagipihaklain,yaituuntukkesejahteraanantarsesamasepertifakir

miskinataudisumbangkankelembagasosial.Pemanfaatanbarang

wakafselaludenganperkembanganwaktudanterkadang tidak

sesuaidengan tujuan dariwakaf itu sendiri,permasalahan-

permasalahan sepertiinimembuat benda wakaf yang lebih

maslahat.Tidakhanyauntukpemanfaatanbarangwakafyangtidak

selarasdenganikrarpunakanmengakibatkansengketa.6

Walaupunwakaftelahdikenaldanjugadipraktekkanoleh

umatIslam sejak masuknya Islam ke Indonesia akan tetapi

permasalahan wakafhanya ditanganioleh umatIslam secara

pribadi,terkesantidakadapengelolaansecarakhususdantidak

ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada awalnya

pemerintah tidak mengatur tentang tata cara orang yang

mewakafkan hartanya pemeliharaan benda wakaf dan

pengelolaannya dengan lebih efektif, efisien dan produktif.

Akibatnyadikarenakanbelum adanyapengaturandaripemerintah

mengenaihaltersebut,selaluterjadikeadaanyangmerugikanbagi

orangyangberwakaf,agamadanmasyarakat,seperti,bendawakaf

5 RachmadiUsman,2009,Hukum PerwakafandiIndonesia,SinarGrafika:Jakarta,
Hlm.73
6WahbahZuhaili,2011,FiqhIslam Waadillatuhu,diterjemahkanolehAbdulHayyie
alKattani,dkk.”,GemaInsani,:Jakarta,Hlm.296.
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tidakdiketahuikeadaannyalagi:7

1.Penjualankembalibendawakafolehahliwariswakaf

2.Sengketa tanah wakaf dan masalah lain yang merugikan

masyarakat

Sedangkandilainsisi,wakafmerupakansatulembagaIslam

yangsangatpentinguntukpengembangankehidupankeagamaan

danuntukkesejahteraanumatIslam.Mengingatsangatpentingnya

persoalan wakafinimaka Undang-Undang No.5 tahun 1960

tentangpokok-pokokAgrariatelahmencantumkanadanyasuatu

ketentuankhusustentangmasalahwakafsepertiyangtercantum

didalam Pasal49yangmemberikanketentuan:8

1.Hak milik tanah badan keagamaan dan sosialsepanjang

dipergunakan untuk usaha didalam bidang keagamaan dan

sosialdiakuidandilindungi.Badantersebutdijaminpulaakan

memperolehtanahyangcukupuntukbangunandanusahanya

dibidangsosialdankeagamaan.

2.Untuk keperluan peribadatan dan keperluan sucilainnya

sebagaimanadimaksuddidalam Pasal14yangbisadiberikan

tanahyangdikuasailangsungolehNegaradenganhakpakai.

3.Perwakafantanahmilikdilindungidandiaturdidalam Peraturan

Pemerintah.

DariketentuanPasal49ayat(3)tersebutjelasbahwauntuk

7RachmadiUsman,2013,Hukum PerwakafanDiIndonesia,SinarGrafika:Jakarta,Hlm.6.
8IbidHlm.6
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melindungi keberlangsungan tanah perwakafan di Indonesia,

pemerintah akan memberi pengaturan melalui Peraturan

Pemerintahtentangperwakafantanahmilik.PeraturanPemerintah

tersebutbaru dikeluarkan setelah 17 tahun setelah berlakunya

Undang-UndangNomor5tahun1960tentangPokokAgraria.

Padatanggal27Oktober2004,Pemerintahmengeluarkan

peraturan baru yakniUndang-undang Nomor41 Tahun 2004

tentangWakaf.Undang-undanginiadalahUndang-undangpertama

yangsecarakhususmengaturwakaf.DenganberlakunyaUndang-

undang tersebutsemua peraturan tentang perwakafan masih

berlakusepanjangtidakbertentangandanataupunbelum diganti

dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang- undang

tersebut.9

Dengan adanya Undang-Undang Nomor41 tahun 2004

tentangwakaf,secarakhususmengaturtentangwakaf,akantetapi

didalam prakteknyamasihsajakitajumpaiadanyaperselisihan

tentangperwakafan.Perselisihanmengenaiwakaf,selalumuncul

dan disebabkan karena ketiadaan Akta Ikrar Wakaf. Akibat

timbulnyapersoalantersebutantaralainkarenaikrarwakaftidak

memenuhi ketentuan yang sebagaimana mestinya. Pewakaf

mewakafkanhartanyadenganlisansajakepadanazhir(biasanya

seorangguruagamaatautokohagama),bahkantanpaadasaksi

9RachmadiUsman,2013,Hukum PerwakafanDiIndonesia,SinarGrafika:Jakarta,Hlm.8.
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samasekali.

Akibatnya,setelah nazhirmeninggaldunia sering terjadi

persoalan.Antaralainterjadinyasengketaantaranazhirdengan

keluargaatauahliwarispewakaf.Atausebaliknyanazhirmeninggal

dunia,laluhartawakafdikuasaiolehkeluarga/ahliwarisnazhir.Lalu

banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan

keberadaannyalagi.Untukmeminimalisirpersoalanyangmungkin

timbulterhadap harta wakafdikemudian hari,maka Peraturan

Perundang-Undanganmencantumkanikrarwakafadalahsalahsatu

unsuryangwajibdipenuhisaatperwakafandilangsungkandidepan

PejabatPembuatAktaIkrarWakaf.

Belum lagi ditambah permasalahan pengalihan tujuan

pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan sepihak oleh nazir,

padahal diatur pada Bab IX ketentuan pidana dan sanksi

administratifUndang-Undang Nomor41 Tahun 2004 terkaithal

tersebut:10

Pasal67ketentuanpidana

(1)Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan,

menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam

bentukpengalihanhaklainnyahartabendawakafyangtelah

diwakafkansebagaimanadimaksuddalam Pasal40atautanpa

izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal41,dipidana dengan

pidanapenjarapalinglama5(lima)tahundan/ataupidana

dendapalingbanyakRp500.000.000,00(limaratusjutarupiah).

10UUNo.41Tahun2004TentangWakafpda Pasal67ketentuanpidanadan68terkait
sanksiadministratif.
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(2)Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan

hartabendawakaftanpaizinsebagaimanadimaksuddalam

Pasal44,dipidanadenganpidanapenjarapalinglama4(empat)

tahundan/ataupidanadendapalingbanyakRp400.000.000,00

(empatratusjutarupiah).

Pasal68terkaitketentuanadministratif

1. Menteridapat mengenakan sanksiadministratif atas

pelanggarantidakdidaftarkannyahartabendawakafoleh

lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana

dimaksuddalam Pasal30danPasal32.

2. Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

berupa:

a. peringatantertulis;

b. penghentian sementara atau pencabutan izin

kegiatandibidang wakafbagilembagakeuangan

syariah;

c. penghentian sementara dari jabatan atau

penghentiandarijabatanPPAIW.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi

administratifsebagaimanadimaksud padaayat(1)dan

ayat(2)diaturdenganPeraturanPemerintah.

Dalam undang-undangNo.41Tahun2004Pasal1Ayat1

TentangWakafberbunyi:

“wakafadalahperbuatanhukum wakifuntukmemisahkan
danataumenyerahkansebagianhartabendamiliknyauntuk
dimanfaatkanselamanyauntukjangkawaktutertentusesuai
dengankepentingannyagunakeperluanibadahdan/atau
kesejahteraanumum menurutSyariah.”

Perlindunganyangdilakukanterhadapsetiaptanahwakaf

perludilakukanmelaluipendaftaranterhadaptanahwakaftersebut

agardapatmemperolehperlindunganmaupunkepastianhukum

untuk mempermudah didalam proses pembuktian untuk setiap

orangyangakanmewakafkanhartanya,haltersebutdiaturdidalam
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Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 serta Peraturan

Pelaksananyabahwatanahwakafwajibmemilikisertifikatwakaf

agarterciptakepastiandanjugaterjaminperlindungannya.

Dariuraianpuladiatasmakadapatdiketahuiada26tanah

wakafdari42persiltanahwakafyangbelum memilikisertifikat

wakafkasusdiKecamatandungingi.Ditambahlagidenganadanya

pengalihanpenngelolaantanahwakafyangdilakukannazir.Oleh

karenanya maka penulis melakukan penelitian “Perlindungan

Hukum TerhadapTanahWakafDiKecamatanDungingi”

1.2 Rumusanmasalah

1.Bagaimanakah perlindungan hukum tanah terhadap tanah

wakafdiKecamatanDungingi?

2.Faktor apa yang menjadi kendala perlindungan hukum

terhadaptanahwakafDiKecamatanDungingi?

1.3 Tujuanpenelitian

Adapunyangmenjaditujuanpenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.Untukmengetahuiperlindunganhukum tanahterhadaptanah

wakafdiKecamatanDungingi.

2.Untuk mengetahuikendala kendala perlindungan hukum

terhadaptanahwakafDiKecamatanDungingi.

1.4 Manfaatpenelitian
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Manfaatyangdiharapkandalam penelitianiniadalah:

1.Akademik

Sebagai tahap pembelajaran guna mengembangkan

kemampuanpemulisdalam menuliskaryailmiah yang akan

datang.

2.Teoritis

Penulisberharappenelitianinibisamenjadibahanreferensi

dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa

fakultashukum yangberadadiUniversitasIchsanGorontalo

khususnya mahasiswa yang mengambilkosentrasihukum

perdata.

3.Praktis

Untukmemberikanpemahamanyangbaikdankomprehensif

mengenaiperlindunganhukum terhadaptanahwakafdiKota

Gorontalo.
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BABII

TINJAUANPUSTAKA

2.1 PengertianTanah

Tanahsebagaibagiandaribumidijelaskandidalam Undang-

UndangRepublikIndonesiaNomor5tahun1960tentangPeraturan

DasarPokok-Pokok Agraria Pasal4 Ayat(1)Undang-Undang

Agraria(UUPA)yaitu:11

“Atas dasarhak menguasaidarinegara sebagaiyang

dimaksuddalam Pasal(2)ditentukanadanyamacam-macam hak

ataspermukaanbumiyangdapatdiberikandandapatpuladimiliki

11Soni,Harsono.Undang-undangAgraria.SinarGrafika.Jakarta.Hlm.6
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olehorangbaiksendirimaupunbersama-samadenganoranglain

sertabadan-badanhukum”.

Pengertiantanahdenganpermukaanbumisepertiitujuga

diatur didalam penjelasan pada PasalUndang-Undang Pokok

Agraria(UUPA)sebagaimanayangtertuangdidalam Pasal1ayat(1)

bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi.

Definisitanah didalam Undang-Undang Nomor51 tahun 1960

tentangLaranganPemakaianTanahtanpaIzinyangberhakatas

kuasanya,sebagaiberikut:12

a.TanahyangdikuasailaranganolehNegara

b.Tanah yang tidakdikuasaioleh negara yang dipunyai

dengansesuatuhakolehperoranganataubadanhukum.

2.2 PengertianHakAtasTanah

Didalam Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor5Tahun

1960tentangPeraturanDasarPokok-PokokAgrariaPasal4ayat(1)

dan(2)Undang-UndangPokokAgrariamenjelaskanbahwa:13

“Atas dasar menguasaidarinegara ditentukan adanya

macam-macam haktastanahyangdapatdiberikandandipunyai

baik secara sendirian maupun memberi wewenang untuk

mempergunakantanah-tanahyangbersangkutansedemikianrupa,

begitu pula bumidan airserta ruang udara diatasnya sekedar

diperlukanuntukkepentinganyanglangsungberhubungandengan

12ThalibHambali.SanksiPemidanaandalam KonflikPertahanan.Hlm.27
13Soni,Harsono,Undang-UndangAgraria,Jakarta:SinarGrafika,2015,hlm.6
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penggunaantanahitu,dalam batas-batasmenurutUndang-Undang

PokokAgraria(UUPA)danPeraturan-peraturanhukum yanglebih

tinggi.”

Dalam Undang-UndangUndangRepublikIndonesiaNomor5

Tahun1960tentangPeraturanDasarPokok-PokokAgrariaPasal16

ayat(1),jelasmenjelaskanjenis-jenishakatastanahyangdapat

dipunyaibaiksecarasendiriataupunbersamadenganoranglain.

Hakatastersebut,sebagaiberikut:

a.HakMilik

Didalam Undang-UndangPokokAgraria,definisihakmilik

yang dirumuskan didalam Pasal20 Undang-Undang

PokokAgraria(UUPA)yangdijelaskandidalam ayat(1)

sebagaiberikut:14

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan

terpenuhi,yangdapatdipunyaiorangatastanah:ayat(2),

milikdapatberalihdandialihkankepadapihaklainyang

dapatdipunyaiorang atas tanah dengan mengingat

ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik itu sendiri

berdasarkanayat(2)dariPasalinimenyatakanbahwa

hakmilikdapatberalihdandialihkankepadapihaklain.”

2.3 TinjauanTentangWakaf

KatawakafatauwacfberasaldaribahasaArabwaqafa.Asal

mula kata waqafa artinya menahan atau berhentiatau diam

ditempatatautetapberdiri.Penulisankatawaqafdalam bahasa

Indonesiaadalahdenganhurufk(wakaf).Katatersebutdiambil

14SoimunSudaryo,StatusHakdanPembebasanTanah.Jakarta.SinarGrafika.Hlm.9
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didalam bahasaArab,kataabstrak(masdar)waqfunataukatakerja

(fi’il) waqafa-yaqifu yang bisa berfungsisebagai kata kerja

intransitif(fi’illazim)atautransitif(fi’ilmuta’addi).15

MenurutAbuHanifahwakafmerupakanmenahanhartadari

otoritaskepemilikanorangyangmewakafkandanmenyedekahkan

kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.

Selanjutnya Mayoritas Ulama menyatakan wakaf merupakan

menahanhartayangbisadimanfaatkansementarabarangtersebut

masih utuh dengan menghentikan sama sekalipengawasan

terhadapdariorangyangmewakafkandanlainnya,pengelolaaan

revenue (penghasilan)barang itu untuk tujuan kebajikan dan

kebaikandemimendekatkandirikepadaAllahSWT.16

Wakafberdasarkanistilahsyaramerupakanmenahanharta

yang mungkin diambilmanfaatnya tanpa menghabiskan atau

merusakkan benda dan digunakan untuk kebaikan.Pemaparan

diatasbisakitasimpulkanbahwawakafmerupakanmenyerahkan

suatu benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan

umum.Bendawakafdengansyarattidakhabiskarenadipakai,

kepemilikannya menjadi milik Allah dan tidak bisa

dipindahtangankan.Perbuatannyadidasarkansemata-matauntuk

mencariridhoAllahSWT.danuntukmendekatkandirikepada-Nya.

15SiahKhosyi’a,2010,“WakafdanHibahPerspektifUlamaFiqhdanPerkembangannyadi
Indonesia”,PustakaSetia:Bandung,Hlm.16.
16 WahbahZuhaili,2011,“FiqihIslam WaAdillatuhu,diterjemahkanolehAbdulHayyie
alKattani,dkk”,GemaInsani:Jakarta,Hlm.269.
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2.3.1 DasarHukum Wakaf

a.Al-Quran

1.Q.S.Al-Imranayat:9217

ْنت بلا اوُ ِ نْتُ ىتَّح رَّ قُفِ تُ اممَِّ اوْ بحِ ُّل ون

نَّ للاََّّبفاِ. م يلِع هِ ِ نْتُ وام قُفِ ئٍ ش نْ مِ اوْ نال

ا

Artinya:(Kamusekali-kalitidaksampaikepadakebajikan

(yang sempurna),sebelum kamu menafkahkan sebagian

hartayangkamucintai.danapasajayangkamunafkahkan

MakaSesungguhnyaAllahmengetahuinya.)

2.Q.SAl-Baqarahayat:26718

ۖالَوَ ضِرۡاَلۡا نَمِّ مۡكُ لَـ انَجۡرَخۡاَ اۤمَّمِوَ مۡتُبۡسَكَ امَ تِبٰيِّطَ نۡمِ اوۡقُفِنۡاَ اوۤۡنُمَاٰ نَيۡذِلَّا اهَيُّاَ يٰۤـ

هَلّٰلا نَّاَ اوۤۡمُلَعۡاوَ هِيۡفِ‌ؕ اوۡضُمِغۡتُ نۡاَ اۤلَّاِ هِيۡذِخِاٰبِ مۡتُسۡلَوَ نَوۡقُفِنۡتُ هُنۡمِ ثَيۡبِخَلۡا اومُمَّيَتَ

دٌيۡمِحَ ىٌّنِغَ

Artinya:(Wahaiorang-orang yang beriman!Infakkanlah

sebagiandarihasilusahamuyangbaik-baikdansebagian

dariapayangKamikeluarkandaribumiuntukmu.Janganlah

kamumemilihyangburukuntukkamukeluarkan,padahal

kamusendiritidakmaumengambilnyamelainkandengan

memicingkanmata(enggan)terhadapnya.Danketahuilah

bahwaAllahMahakaya,MahaTerpuji.)

17DepartemenAgamaRI,Al-QurandanTerjemahannya,(Semarang:CV.AsySyifa,1998),
Hlm.25.
18Ibid,Hlm.267
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Ayattersebutsecaraumum memberidefinisiinfakuntuktujuan

kebaikan,sementarawakafmerupkanmenafkahkanhartauntuk

tujuan-tujuankebaikan.

b.Hadist

1.HaditsRiwayatMuttafaqAlaihi19

نبْ للاَّ دبع نْ رُأع عُم ب اص ب اضً رْ ِ ر, بيخْ فأ

افقال:ياربت هيفِ هرم أتسي ملس و هيلع للاَّ ىلص يَّ عُمرقلا:أِ

ِ!نأِ ِّ تُأ بصْ بيأ اضً رْ رلِ بيخْ مْأ بْمُ صِ نَّلا ى

مُ هِقال:إ ِ ِ ئْشِ نْ تسبح ُّت ق للاََّّطهُلاًً ل وسُ و

هِا عُأ ا بيُ لً فنْأهُنَّ نْعِ سُ ف هُنْمِ يدِ ْامأت ب ينِرُ

ءِ ار يفِو هاأ لصْ , تو قْدصَّ هِاقال:فتتب قب دصَّ رُ, عُم ,

ى برْ لصْأ هُا ثُقالفت, لًويُر يفِاو رمع ق دصَّ ْل قفُ

قرا بس يفِو ِ للاََّّي لِ ِ, باْو نِا بسَّ لِايِل ْل, قُ

لً نْيأ, ْ اب هنْمِ كُل ِ ْلا فِ ورُ عمْ ا, يفِو ِّ بِ,ل

أو تمُ ر يغْ ظٍ ِّث لٍ فِ يضَّْ هاأولا يلِو نْ ىم لع نجُاح

يْ , يُو معطِْ اقيدصِ ً تمُ ر يغْ ِّم فْ ل يفِو هِ يفِ لٍ

لع ق فتَّمُ هِ()

Artinya: (Dari Abdullah bin Umar,dia berkata,‘Umar

mendapatkan bagian tanah Khaibar,lalu dia menemuiNabi

Shallallaahu'alaihiwaSallam untukmemintapendapattentang

tanah itu.Dia berkata:‘WahaiRasulullah,sesungguhnya aku

mendapatbagiantanahdiKhaibar,danakutidakmendapatkan

19AbdullahbinAbdurrahmanAliBassam,2002,“SyarahHaditsPilihanBukhari-Muslim,
diterjemahkanolehKathurSuhardi,dariJudulAsliTaisirul-Allam SarhUmdatul-Ahkam”,
DarulFalah:Jakarta,Hlm.696.
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hartayanglebihberhargadaritanahini.Makaapayangengkau

perintahkankepadakutentangtanahitu?Beliaubersabda:"Jika

engkaumenghendaki,makaengkaudapatmenahantanahnyadan

engkaudapatmenyedekahkanhailnya”.

Abdullah bin Umarberkata,“MakaUmarmenyedekahkan

hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak pula

diwariskan”.Dia berkata,“Maka Umarmenedekahkan hasilnya

untuk orang-orang fakir,kerabat,untuk memerdekakan budak

wanita,dijalanAllah,orangdalam perjalanan,oranglemah,dan

tidakadasalahnyabagiorangyangmengurusnyauntukmemakan

darinyasecarama’ruf,atauuntukmemberimakateman,selagi

tidak mengambilnya secara berlebihan. Dalam suatu lafazh

disebutkan,“Selagibukanuntukditumpuk”)

2.HaditsRiwayatMuslim20

نَّْ يِهُبع هنعأ للاَّ يضر ةر يرْ للاََّّ ل وسُ نَّر للا

لِْْ تا نْام نُنْاِ قطاس لم ع هُنْع هُِإُع نْ مِ لًَّ أ

وْ ْ نْيُ مٍ عُبتف هِ،أ ِ وْ قال:)إ ملسو هيلع ِ اذ

لو ح دٍصلا ٍ قد ص ثٍ: لَ ث ةٍاج ةٍ،أ يرِ لعِ

مي لِسْ مُ هُاو لهُ(ر وعُ دْ

Artinya:“DariAbuHurairahRadliyallaahu'anhubahwa

RasulullahShallallaahu'alaihiwaSallam bersabda:"Apabila

adaorangmeninggalduniaterputuslahamalnyakecualidari

20Ma’murDauddanShahihMuslim,JilidIII,Fa.Widjaya:Jakarta,Hlm.208-209.
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tigahal,yaitu:Sedekahjariyah(yangmengalir),atauilmu

yang bermanfaat,atau anak shaleh yang mendoakan

untuknya."

Sedangkandasarhukum wakafdidalam hukum positifdi

Indonesiayakni:21

a.Undang-undangNo.41Tahun2004,tentangWakaf.

b.Undang-undangPokokAgraria(UUPA)dimanamasalahwakaf

dapatdiketahuipadapasal5,pasal14ayat(1),danpasal49.

c.PeraturanPemerintahNo.42Tahun2006tentangPelaksaaan

Wakaf

d.InpresNo.1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam26,

dimanamasalahwakafdapatdiketahuipadapasal215-229.

e.PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor28Tahun1977

tentangPerwakafanTanahMilik.

2.3.2 RukundanSyarat-SyaratWakaf

Rukun dan syaratwakafada empatyaitu orang yang

mewakafkan(waqif),barangyangdiwakafkan(mauquf)danpihak

yang menerima wakaf(mauqufalaih),redaksi(shighat).Untuk

keabsahanwakaf,diperlukansyaratsyaratmengenairukunwakaf.

Adapunsyarat-syaratwakafyakni:22

a.Orangyangberwakaf(waqif)

Paraulamamazhabsepakatbahwa,sehatakaladalahsyarat

21Tim Penyusun,2007“FiqhWakaf”,DepartemenAgamaRI:Jakarta,Hlm.1
22MuhammadJawadMughniyah,2011,“FiqihLima”,Lentera:Jakarta,Hlm.645
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bagisahnyamelakukanuntukwakaf.Makabwakaforanggila

tidaksahkarenatidakdikenaikewajiban(bukanmukallaf).

b.Bendayangdiwakafkan(mauquf)

Paraulamamazhabsepakatyaknidisyaratkanuntukbarang

yangdiwakafkanyaitubahwasannyabarangituadalahsesuatu

yangkonkretdanmilikorangyangmewakafkan.

c.Penerimawakaf(mauquf‘alaih/nadzir)

Paraulamasepakatbahwawakafkepadaorangtertentu

disyaratkanyangbersangkutanmemilikikapasitaskepemilikan

barang.KalanganHanafiyah,berpendapatbahwasatidaksah

wakafkepadaorangyangtidakdiketahuidantidakada.

d.Redaksi(Sighat)

Pernyataan mewakafkan sesuatu bisa dilakukan dengan

lisan,tulisanataupunisyaratyangbisamemberidefinisiwakaf.

MenurutJumhurUlama,apabilawakafditujukankepadaorang

tertentu,makahendaklahadaqabul(jawab),tetapijikawakaf

yang ditujukan untuk umum,maka tidak disyaratkan qabul.

Seluruhulamamazhabsepakat,wakafterjadidenganmemakai

redaksiwaqaftu,“sayamewakafkan”karenakalimattersebut

memperlihatkandefinisiwakafyangsangatjelas,tanpaperlu

adanyapetunjuk,baikdarisegibahasa,syara’ataupuntradisi.

2.3.3 AktaIkrarWakafdanPendaftaranTanahWakafdidalam Peraturan

WakafdiIndonesia
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Salahsatuunsurpalingpentingdidalam perwakafanyaitu

‘IkrarWakaf’.Ikrarwakafadalah pernyataan dariorang yang

berwakaf(wakif)kepada pengelola ataupun manajemen wakaf

(nazhir) mengenai kehendak untuk mewakafkan harta yang

dimilikinyauntukkepentingan/tujuantertentu.Pembahasantentang

IkrarWakafdanAktaIkrarWakafadadidalam Pasal17-23Undang-

UndangNomor41Tahun2004tentangPerwakafan.23

Ikrarwakafadalah pernyatan wakifuntuk mewakafkan

hartanya,dinyatakansecaralisandantertulisolehWakifkepada

NadzirdidepanPetugasPembuatAktaIkrarWakaf(PPAIW)dengan

disaksikan2(dua)orangsaksi(Pasal17ayat1dan2).Jikawakif

berhalangan,tidak bisa mengatakan ikrarwakafsecara lisan

ataupuntidakbisahadirdidalam pelaksanaanikrarwakafkarena

alasan yang dibenarkan hukum,wakifbisa menunjukkuasanya

dengansuratkuasayangdiperkuat2(dua)orangsaksi(Pasal18).

Saksididalam IkrarWakafwajibmemenuhipersyaratanyakni:24

(a).Dewasa

(b).BeragamaIslam

(c).BerakalSehat

(d).TidakTerhalangmelakukanperbuatanhukum (pasal20).

Setelah melakukan IkrarWakaf,lalu Ikrardituangkan ke

23 DepartemenAgama,2008,“Undang-UndangNomor41Tahun2004tentangWakaf;
PeraturanPemerintahNomor42Tahun2006Tentangpelaksanaannya”,DirjenBima
Islam:Jakarta,Hlm.3.
24Undang-UndangNomor41Tahun2004tentangWakaf:PeraturanPemerintahNomor
42Tahun2006Tentangpelaksanaannya,Pasal20.
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dalam AktaIkrarWakafPasal21(ayat1).AktaIkrarWakafmemuat

Pasal21(ayat2):25

a.Namadanidentitaswakif

b.Namadanidentitasnadzir

c.Datadanketeranganhartabendawakaf

d.Peruntukanhartabendawakaf

e.Jangkawaktuwakaf.

Didalam PeraturanPemerintahNomor42Tahun2006Pasal

32(ayat4)adapenambahanunsuryangtidakdisebutkandidalam

AIW,yakninamadanidentitasSaksi.Jikaadapraktekwakafyang

sudahberlangsungtetapibelum dituangkanddalam AIW,karena

wakiftelahmeninggaldunia/tidakdiketahuikeberadaannya,jadi

dibuatAkta PenggantiAkta IkrarWakaf(APAIW).Pembuatan

APAIW yangdiaturdidalam Pasal35PeraturanPemerintahNomor

42Tahun2006.26

Dilakukanberdasarkanpermohonanmasyarakatatausaksi

yangtahuakankeberadaanbendawakafyangdikuatkandengan

adanyapetunjuktentangkeberadaanbendawakaf.Jikatidakada

orang yang memohon pembuatan APAIW,jadikepala desa

ditempatbendawakafberadaharusmemintapembuatanAPAIW

tersebutkepadaPPAIW setempat.KemudianPPAIW atasnama

nadzirmemberitahukanAPAIW besertadokumenpelengkapyang

25Ibid,Pasal20.
26PeraturanPemerintahNomor42Tahun2006.
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lainkepadaKepalaKantorPertanahanKabupaten/Kotasetempat

dalam rangkapendaftaranwakaftanahyangbersangkutandalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari)dimulaisejak

penandatangananAPAIW.

Pendaftarantanahperwakafaniniadalahhalyangsangat

pentingyangberartibaikdilihatdarisegitertibhukum ataupundari

segiadministrasipenguasaandanjugapenggunaantanahyang

tidak selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang

keagrariaan yang ada.Untuk menciptakan tertib hukum dan

administrasiwakafgunamelindungihartabendawakaf,pemerintah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyatpada tanggal27

Oktober2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-

UndangRepublikIndonesiaNomor41Tahun2004tentangwakaf.

Dengan demikian perwakafan tanah milik pengaturannya

didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tersebut,untuk itu

diharapkandenganberlakunyaUndang-UndangNomor41Tahun

2004tersebutbisamemenuhihakekatdantujuandariperwakafan

tersebut.27

2.4 PengertianSengketa

Definisisengketa merupakan sesuatu yang menimbulkan

perbedaanpendapat,perbantahan,pertengkaran,perselisihandan

pertikaianperkaradidalam pengadilan.Sengketaseringkaliberawal

27HadiSetiaTunggal,2005,“Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor41tahun2004
tentangWakaf”,Harvarindo:Jakarta,Hlm.5.
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darikondisiadapihakyangmerasadirugikanolehpihakyanglain.

Haltersebutbermula dariperasaan yang tidakpuaskemudian

bersifatsubyektifdanjugatertutupyangbisadialamaiolehindividu

maupunkelompok.28

Perasaantidakpuastersebutakantimbulkepermukaanjika

terjadiconflictofinterest.Pihak yang merasa dirugikan akan

mnyampaikanketidakpuasantersebutkepadapihakkedua.Jika

pihakkedua bisa menanggapidan memuaskan pihakpertama,

makaselesaisudahkonfliktersebut.Akantetapijikareaksidari

masing-masingpihakkeduamemperlihatkanperbedaanpendapat

ataumempunyainilaiyangberbeda,makaakanterjadiyangdisebut

sengketa.

Definisi sengketa pertahanan tercantum dengan jelas

didalam Pasal1ayat(1)PeraturanMenteriNegaraAgraria/Kepala

BadanPertahananNasionalnomor1tahun1999tentangTataCara

PenangananSengketaPertahanan,berbunyi:

“Sengketapertahananadalahperbedaanpendapatmengenai:

1.Keabsahansuatuhak

2.Pemberianhakatastanah

3.Pendaftaran hakatastanah termasukpemeliharannya

danpenerbitantandabuktihaknya,antarapihak-pihak

yangberkepentinganmaupundenganpihak-pihakyang

28Margono,Suyud.AlternativeDisputeResolutiondanArbitraseProsesPelembagaan
danAspekHukum.Jakarta.Hlm.34.
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berkepentingan dengan instansidilingkungan Badan

PertahananNasional.”

Olehkarenaitujikahakekatnyasengketapertahananadalah

benturan kepentingan (conflictofinterest)dibidang pertahanan

antaraseseorangdenganoranglain,sebagaicontohantaraindividu

dengan individu,individu dengan badan hukum,badan hukum

denganbadanhukum danlainnya.29

Kewenanganuntukmelaksanakankoreksiterhadap suatu

keputusantatausahanegaradibidangpertahanan(sertifikat/surat

keputusanpemberianhakatastanah),terdapatpadaKepalaBadan

Pertahanan Nasional. Kasus pertahananpun bisa berupa

permasalahanstatustanah,masalahkepemilikan,masalahbukti-

bukti perolehan yang dijadikan dasar pemberian hak dan

sebagainya.Sengketa pertahanan dirincikan didalam Pasal1

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan

NasionalNomor1 tahun 1999 tentang tata cara penanganan

sengketapertahananyangdisebutPMNA/KBPN1/1999,yakni:

“Perbedaan pendapatantara pihak yang berkepentingan

mengenaikeabsahan suatu hak,pemberian hak atas tanah,

pendaftaranhakatastanah,termasukperalihandanpenerbitan

tandabuktihaknyasertapihakyangberkepentinganterpengaruh

olehstatushukum tanahtersebut.”

29Jamaluddin,PenyelesaianSengketaPertanahan,blogJamaluddin.
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2.4.1 Penyebabterjadinyasengketa

Adapunyangmenjadipemicupenyebabterjadinyasengketaseperti:

a.Kesalahpahaman

b.Perbedaanpendapat

c.Ketidakjelasanpengaturan

d.Ketidakpuasan

e.Ketersinggungan

f. Kecurigaan

g.Perbuatanyangtidakpantas,curangdantidakjujur

h.Kesewang-wenanganatauketidakadilan

i. Keadaanyangtidakterduga.

KepalaBadanPertahananNasional(BPN)Pusat,ada3(tiga)hal

utamayangmengakibatkanterjadinyasengketatanah,yakni:

a.Persoalan administrasisertifikasitanah yang tidak jelas,

akibatnyaadalahadatanahyangdimilikioleh2(dua)orang

denganmempunyaisertifikatyangberbeda.

b.Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata,

ketidakseimbangandidalam distribusikepemilikantanahini

baikuntuktanahpertanianataupunbukantanahpertanian

yang telah mengakibatkan ketimpangan secara ekonom,

sosiologis maupun politis.Ha tersebut mengakibatkan

masyarakatdibawahterkhususpetanimemikulbebanyang

paling berat.Ketimpangan distribusitanah initidak bisa
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terlepas dari kebijakan ekonomi yang memiliki

kecenderungan kapitalistik dan liberalistik. Atas nama

pembangunan tanah garapan petaniataupun tanah milik

masyarakatadatyangdiambilalihparapemodaldengan

hargayangmurah.

c.Legalitas darikepemilikan tanah yang hanya didasarkan

padabuktiformal(sertifikat),tanpamelihatproduktivitas

tanahtersebut.

Akibatyang ditimbulkan secara legal(de jure)bisa jadi

banyaktanahbersertifikatyangdimilikiolehperusahaanataupun

bagipemodalbesar,dikarenakansudahmembelinyadaripetani

ataupemilim tanah,akantetapitanahyangtelahlamaditelantarkan

begitusaja.Mungkinsajasebagianorangmenganggapnyaremeh

karena hanya memandang dengan sebelah mata persoalan

sengketatanahtersebut,padahalpermasalahantersebutadalah

permasalahanyangwajibdicarikansolusi,karenasengketatanah

inisangatmemilikipotensiterjadinyakonflikantarsuku,rasdan

jugaagama.

Apabila dilihatdarisubtansiyang ada,maka sengketa

pertahanan meliputi pokok-pokok persoalan yang memiliki

keterkaitandengan:

a.Peruntukandan/ataupenggunaandanpenguasaanhak

atastanah
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b.Keabsahandarisuatuhakatastanah

c.Prosedurpemberianhakatastanah

d.Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan

penerbitantandabuktihaknya.

2.4.2 SolusiPenyelesaianSengketa

Padakasuspertahananyangdimaksudkandiantaranyabisa

diberikanpenyelesaianpadayangberkepentingan(masyarakatdan

pemerintah),sepertisolusimelaluibadanperadilan(ligitasi).Solusi

daripenyelesaiansengketatanahinibisaditempuhdengancara:

a.SolusidariBadanPertanahanNasional

Permasalahanpertanahantersebutdiakibatkankarenaada

klaim/keberatan/pengaduan dari masyarakat (individu/badan

hukum)yang memuatkebenaran dan tuntutan terhadap suatu

keputusan tata usaha negara dibidang pertanahan yang sudah

ditetapkan oleh pejabattata usaha negara dilingkungan Badan

Pertanahan Nasional, dan keputusan pejabat yang dirasa

merugikanhakmerekaatassuatubidangtanahtersebut.

Dengan klaim tersebut mereka ingin mendapatkan

penyelesaiandengancaraadministrasidengandisebutkoreksidari

pejabatyangmemilikiwewenangdalam haltersebut.

b.SolusidiluarpengadilanAlternatifDisputeResolution

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang

marakterjadisengketapertahanan,yangpenyelesaiannyabanyak
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dilaksanakan melaluilembaga pengadilan.Akan tetapidengan

lamanyaprosespengadilandanjugamahalnyabiayayangwajib

dikeluarkanbagisetiapparapihak,mendorongmasyarakatuntuk

mencarijalurlainyangefisienuntukdapatmenyelesaikansengketa

pertahanan diluar pengadilan. Pelaksanaan tentang alternatif

penyelesaian sengketa diluarpengadilan telah diaturdidalam

Undang-Undang Nomor30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

alternatifPenyelesaianSengketa.

c.SolusimelaluibadanPeradilan(litigasi)

Apabiladidalam penyelesaiansecaramusyawarahdiantarapara

pihakyangsedangbersengketatidaktercapaidanjikapenyelesaian

secarasepihakdariKepalaBadanPertanahanNasionaltidakbisa

diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa,maka

penyelesaiannya harus melaluipengadilan.Adapun karakteristik

daripenyelesaiansengketapertanahanmelaluipengadilan,yakni:

1.Prosesnyasangatformal

2.Masing-masing pihak berhadapan untuk saling adu

argumentasidanmengajukanbarangbukti

3.Pihakketiganetral(hakim)tidakditentukanolehmasing-

masingpihakdankeahliannyabersifatumum

4.Prosesnyabersifatterbuka

5.Hasil akhir berupa putusan yang didukung dengan

pertimbanganhakim.
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2.4.3 PenyelesaianSengketaTanahWakaf

Didalam Undang-UndangNomor41tahun2004esensinya

tidakjauhberbedadenganPeratuaranPemerintahNomor28tahun

1977,hanyapadaUndang-Undangdemikianmemberikanalternatif

penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, mediasi,

arbitrase,danjalanterakhirmelaluiyaitumelaluiPengadilandan

dasarnyajalanutamadidalam menyelesaikansengketawakafyaitu

dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat,seperti

terdapatdidalam Pasal62Undang-UndangNomor41tahun2004

tentangWakaf,yaitu:30

1.Penyelesaiansengketaperwakafanbisaditempuhdenganjalur

musyawarahuntukmencapaimufakat.

2. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagaimana yang

dimaksud pada ayat1 tidak berhasil,maka bisa diselesaikan

denganjalurmediasi,arbitrase,atauPengadilan.

Didalam penyelesaian sengketa perwakafan yang

mempunyaiwewenanguntukmenyelesaikansengketaperwakafan

yaituPengadilanAgama.Sebagaimanadiaturdidalam Pasal49

Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang pengadilan agama

bertugasdanberwenangmemeriksa,memutus,danmenyelesaikan

perkara d tingkatpertama antarorang yang beragama Islam

dibidang:

30Undang-UndangNomor41tahun2004tentangWakaf
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a.Perkawinan

b.Waris

c.Wasiat

d.Hibah

e.Wakaf

f.Zakat

g.Infaq

h.Shadaqah

i.EkonomiSyariah.

Penyelesaianperselisihanbendawakafmenjadikewenangan

Pengadilan Agama diwilayah setempat.Haltersebutdijelaskan

didalam Pasal226KompilasiHukum Islam,bahwapenyelesaian

perselisihansepanjangyangmenyangkutpersoalanbendawakaf

da21n nadzirdiajukan ke Pengadilan Agama setempatsesuai

denganketentuanPeraturanPerundang-Undanganyangberlaku.31

Pengelolaanwakafterletakpadaeksistensipengelolawakaf,

terutamanazhirdantim kerjayangsolituntukmemaksimalkan

peranwakaf,apabilawakafdikelolasecaraprofessional,makaia

akanmenjadilembagaislam potensialyangberfungsimendanai

danmengembangkanperekonimianumat.Karena,majumundurnya

wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen

pengelolaanwakaf.Dengandemikian,Nazhirhendaknyadidorong

31Undang-UndangNomor41tahun2004tentangWakaf
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semaksimalmungkinuntukmencapailevelkinerjadanperforma

yangterbaik,sehinggadapatlebihsignifikandalam memainkan

peransosialuntukpengembanganwakaf.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Nazhir secara

professionalmemberipeluang bagipengembangan wakafagar

lebih produktif,jugamemberipeluang penerapan prinsip-prinsip

manajemenmodern.Dalam kerangkaini,Nazhirharusberusaha

untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin

dicapai.32

32AbbdurrahmanKasdi,PeranZadzirDalam PengembanganWakaf.Hal,214
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2.5KerangkaPikir

UUNo.41Tahun2004TentangWakaf

Pasal18PPNo.42Tahun2006TentangPelaksanaanUUWakaf

Pasal32ayat1PPNo.24Tahun1997TentangPendaftaranTanah

PerlindunganHukum TanahWakaf

YangTidakBersertifikatWakaf

DiKecamatanDungingi

KendalaTanahwakafdiKecamatan

Dungingi.

1.Belum terpisahdariaktaInduk

2.Ahli waris wakif tidak mau
bertandatangan

3.AdanyaPRONA (ProyekOperasi
NasionalAgraria)daripemerintah

Perlindungan Hukum Tanah

WakafDikecamatanDungingi.

1.Perlindungan hukum terhadap
perbuatanhukum wakaf

2.AktaikrarwakafSebagaiBukti
Otentik perbuatan Hukum
Wakaf

3.Perlindungan hukum harta
wakafsebagaiasetpublik

TerwujudnyaPerlindunganHukum TanahWakaf
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2.6 DefinisiOperasional

1.PerlindunganHukum adalahmemberikanpengayomanpada

hakasasimanusiayangdirugikanoranglaindanperlindungan

tersebutkepadamasyarakatagarmerekadapatmenikmati

semuahak-hakyangdiberikanolehhukum.

2.Hukum tanahadalahkeseluruhanketentuan-ketentuanhukum

baiktertulismaupuntidaktertulisyangsemuanyamempunyai

ibjek pengaturan yang sama sebagai lembaga-lembaga

hukumdansebagaihubunganyangkonkret.

3.Wakafadalahsuatuungkapanyangmengandungpenahanan

hartamiliknyakepadaoranglainataulembagadengancara

meyerahkan suatu benda yang kekalzatnya untuk diambil

manfaatnyauntukkebaikan.

4.Nazhiradalah orang atau badan hukum yang memegang

amanatuntukmemeliharadanmengurushartawakafsesuai

denganwujuddantujuanwakaftersebut.
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BABIII
METODEPENELITIAN

3.1 Jenispenelitian

Penelitijenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian

hukum yangmengkajiketentuanhukum yangberlakusertaapa

yangterjadidalam kenyataandimasyarakatataupenelitianyang

dilakukanterhadapkeadaansebenarnyayangterjadidimasyarakat,

denganmaksudmenemukanfaktayangdijadikandatapenelitian

yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasimasalah yang

akhirnyamenujupadapenyelesaianmasalah.33

3.2 ObjekPenelitian

Objek penelitian “Tanah Wakaf Wakaf DiKecamatan

Dungingi”.

3.3 LokasidanWaktuPenelitian

Lokasi penelitian penulis adalah KUA Dungingi, Kota

Gorontalo,WaktuPenelitianselama2bulandariApril-Juni2021.

3.4 JenisdanSumberData

Dataprimeradalahdatayangdiperolehlangsungmelalui

wawancaradanataudarilapanganyangberkaitandenganperilaku

masyarakat.Sumberdataadalahtempatditemukannyadatayang

33DimyatiKhudzaifah.2016.MetodePenelitianHukum,BukuPenganganKuliah,Sekolah
Pascasarjana Program MagisterIlmu Hukum Universitas Muhammadyah Surakarta,
Hlm.3-11.
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akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dalam

memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan

preskripsimengenaibagaimana sewajarnya,diperlukan sumber-

sumberpenelitian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh darihasil

observasioranglainataupundatayangdiperolehdalam bentuk

yang sudah jadiberupa publikasilaporan.Jenisdata sekunder

terdiri:

1.Bahan hukum primeryaitu bahan-bahan hukum yang

memilikikekuatan hukum mengikat,yang terdiridari

konvensi-konvensi, undang-undang dan peraturan-

peraturanlainnyayangberkaitandenganpenelitianyaitu

Undang-UndangNomor5Tahun1960tentangPeraturan

DasarPokok-PokokAgraria.

2.Bahan hukum sekunder,yaitu terdiridaribahan yang

memberikanpenjelasanmengenaibahanhukum primer,

sepertibuku-buku,skripsi-skripsi,suratkabar,artiker

internet,hasil-hasilpenelitian,pendapatparaahliatau

sarjanahukum.

3.5 PopulasidanSampel

1.Populasiadalahsekumpulanindividudenganciri-ciriyangsama

sekelompok orang,benda,atau halyang menjadisumber

pengambilansampel:suatukumpulanyangmemenuhisyarat
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tertentuyang berkaitandenganmasalahpenelitian.Populasi

dalam penelitian iniyakni30 orang Naziryang berada di

KecamatanDungingi.

2.Sampeladalahhimpunanbagianatausebagiandaripopulasi.34

didalam suatupenelitian,padaumumnyaobservasidilakukan

terhadappopulasi,akantetapidilaksanakanpadasampel.Pada

penelitianini,sampelyangdiambildaripopulasimenggunakan

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik

pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.Sehingga

yangakandijadikansampeldalam penelitianiniadalahsebagai

berikut:

1)2OrangMasyarakat

2)Nadzirsebanyak1orang

3)KepalaKUAsebanyak1orang

3.6 TeknikPengumpulanData

MenurutSoerjarnoSoekantoyangdikutipdalam bukuyang

berjudulpengantarmetodepenelitianhukum karangan.Amiruddin

dan.ZainalAsikindalam lazimnyadikenaltigajenispenelitianyaitu

studidokumenataukepustakaan,pengamatanatauobservasidan

wawancaraatauinterview.Mengacupadajenispenelitiandiatas

maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam

penelitianiniadalah:

34BambangSunggono,2012.MetodePenelitianHukum,RajaGrafindo,Jakarta,Hal.119
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1.Dokumenataukepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang

dilakukan oleh penulis atau menghimpun informasiyang

relevan dengan topik yang akan atau sedang diteliti.

Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah,

peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, perundang-

undangandansumber-sumberyangtertulisbaikdarimedia

cetakmaupunmediaelektronik.

2.StudiLapangan

Studilapanganyangdigunakandalam bentukwawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Dalam wawancaraadaduapihak,yaitupewawancaradan

orangyangdiwawancarai.Wawancarainidilakukanuntuk

memperolehketerangandaripihak-pihakyangberhubungan

dengan permasalahan yang diteliti,dalam haliniyang

diwawancaraiadalahpihakyangterkait.35

3.7 TeknikAnalisisData

Anasisidatakualitatifdilakukanapabiladataempirisyang

diperolehdatakualitatifberupakumpulanberwujudkata-katadan

bukanrangkaianangkasertatidakdapatdisusundalam kategori-

kategori/strukturklasifikasi.Analisikualitatiftetapmengunakan

kata-katayangbiasanyadisusunkedalam teksyangdiperluas,dan

35Loc.Cit.Hlm.119
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tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika

sebagaialatbantuanalisis.36

BABIV

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

4.1 PerlindunganHukum TanahWakafDiKecamatanDungingi.

4.1.1 PerlindunganHukum TerhadapPerbuatanHukum Wakaf

Indonesia merupakan negara hukum sepertidisebutkan

dalam Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia(UUDNRI)

tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang

demokrasi (democratische rechtstaat), dan demokrasi yang

berdasarkan atau hukum (constitutional democracy). Paham

negarahukum sepertitercantum dalam ketentuanPasal1Ayat(3)

berkaitan dengan negara kesejahteraan (welfare state).Hukum

36Loc.Cithal.119
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menjadipenentusesuaiprinsipnomokrasidandoktrin‘theruleof

law,and not man. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi

(supremacy of law),adanya persamaan dalam hukum dan

pemerintah(equalitybeforethelaw),danberlakuasaslegalitas

dalam segalabentukdanpraktek(dueprocessoflaw)37.

Tujuannegarahukum adalahuntukmenyelenggarakandan

menjagaketertibanhukum agarsemuaaspekkehidupanbernegara

berjalanmenuruthukum.Negarahukum menjaminadanyatertib

hukum dalam masyarakat.TujuannegaraIndonesiasebagainegara

hukum jugamenciptakanmasyarakatadildanmakmurbaikmateril

maupun spiritual. Konsep rechtsstaat bagi Indonesia dapat

dikategorikan sebagainegara kesejahteraan (verzorgingsstaat),

negarayangmakmursecaramaterialdanspiritual.38

Perlindunganhukum dalam negarahukum menjadisangat

esensialterhadapsubyekdanobyekhukum.Hukum sebagaiaturan

bersamauntuktiap-tiapwarganegaradanmengatursemuaaspek

bernegara.Hubunganantarasesamasubyekhukum akanterjadi

suatu hubungan timbalbalik antara warga dengan warga,dan

wargadenganmasyarakatyangdiwakiliolehnegarayangakan

melahirkanhakdankewajiban.

37 Ridlwan,Zulkarnain.“NegaraHukum IndonesiaKebalikanNachtwachterstaat”,dalam
JurnalFiatJustitia.Vol.5,No.2,(Mei-Agustus2012):141-152.Hal143-144
38 Sayuti.“Konsep Rechtsstaatdalam Negara Hukum Indonesia;Kajian terhadap
PendapatAzhari”,dalam JurnalNalarFiqh.Vol.4,Nomor2,(Desember2011):81-105.
Hal104
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MenurutHadjon39,perlindunganhukum adalahmemberikan

pengayomankepadahakyangdirugikanoranglain.Perlindungan

hukum sebagaiupaya hukum untuk memberikan rasa aman

terhadapsubyekmaupunobyekhukum.Negarahukum menjadikan

instrumentperlindungan hukum sebagaipengayoman terhadap

subyekdanobyekhukum dengansaranapreventifdanrepresif.

Pengayoman memberikan jaminan bahwa hukum dapat

memberikansuatukeadilan,kepastiandankemanfaatan.

Menurutpenulisberkaitan dengan asetyaknitanah yang

berasaldariwakafmakaPerlindunganhukum berartiperlindungan

terhadap aset tersebut agar dapat digunakan dan tidak

disalahgunakan.Perlindunganhukum terhadapasetwakafberarti

saranayangdiberikanhukum untukdapatmelindungiasettersebut.

Sarana hukum yang terhadap wakafadalah bahwa perbuatan

hukum wakafmemilikibuktihukum.Melaksanakanwakafsesuai

denganaturanhukum,yaitupelaksanaanwakafdituangkandalam

AktaIkrarWakaf(AIW)agarterlindunggisecarahukum.

1) Akibathukum daripelaksanaanwakafyangsesuaidengan

hukum adalah; Kepastian hukum atas harta yang

diwakafkan.

2) Dapatmembuatrasaamanbagiorangyangwakafbahwa

proses pelaksanaan wakaftelah sesuaidengan aturan

39 PhilipusM.Hadjo,1987.PerlindunganHukum bagiRakyatIndonesia.Surabaya:Bina
Ilmu.Hal32
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syari’ahdanperundang-undangan.

3) Kepastiankekekalanmanfaatbendawakafsesuaidengan

tujuandansasaranwakafdapatterjaga.

4) Sebagaiantisipasiapabila terjadisengketa wakaf di

kemudianhari.40

4.1.2 AktaIkrarWakafSebagaiBuktiOtentikPerbuatanHukum

Wakaf

Wakafmerupakanbagiandalam ajaranagamaIslam

yangmemilikiperanpentingdalam perkembanganIslam.

Wakafjugamemilikiperananpentingdalam meningkatkan

peradabanumatIslam.Lembaga-lembagapengelolawakaf

dapat berfungsisebagaitempat penyebaran ilmu dan

budaya,memberikan ruang bagiulama,para ahlihukum

Islam danbudayawanuntukmengembangkankeilmuandan

keahliannya.WakafpadamasaDinastiIslam telahberperan

dalam memajukan lembaga pendidikan.Semua fasilitas

pendidikandapatdipenuhidenganwakaf.Banyaklembaga

pendidikanyangmemberikanpendidikangratis.Gurudan

tenaga pengajarmemperoleh gajidarihasilkeuntungan

pengelolaanwakaf.41

Wakafberasaldarikatawaqafa,sinonim katahabasa

40 HermitHerman,2007.CaraMemperolehSertifikatTanahWakaf.Bandung:Mandar
Maju,Hal5.
41Furqon,Ahmad.“WakafSebagaiSolusiPermasalahanDuniaPendidikandiIndonesia”,
dalam JurnalHukum Islam.Vol.10,No.1,(Juni2012):35-52.Hal42
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yang artinya berhenti,diam ditempat,atau menahan42 .

Secaraistilah,paraulamaberbedapendapattentangarti

wakaf,namunmaksudnyasamayaituistilahuntukmenunjuk

suatuperbuatanhukum melepaskanmilik/asetpribadiuntuk

kepentingankeagamaandankemasyarakatan43.MenurutUU

RINo.41 Tahun 2004 Pasal1 ayat(1);“wakafadalah

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagain harta benda miliknya untuk

dimanfaatkanselamanyaatauuntukjangkawaktutertentu

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

dan/ataukesejahteraanumum menurutsyari’at”.44

Perbuatanhukum wakafsahapabilamemenuhiunsur

-unsurrukunwakaf,yaitu:1)Orangyangwakaf(waqif),2)

Hartayangdiwakafkan,3)Tujuanwakafatauperuntukkan

wakaf(mauquf‘alaihi),4)Ikrarwakaf(sighat)(Al-Khatib,t.th.:

81).MenurutUU RINo.41Tahun2004Pasal645,wakaf

dilaksanakandenganmemenuhiunsursebagaiberikut:a)

Wakif.b)Nazhir(pengelolawakaf).c).Hartabendawakaf.d)

Ikrarwakaf.e)Peruntukkanwakaf.f)Jangkawaktuwakaf.

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa ikrar wakaf

dituangkandalam aktaikrarwakaf.

42Sabiq,Sayid.1995.FiqhSunnah.JuzIII,Mesir:Daaral-FatihLial-‘Ilam al-Arabi.Hal317
43 HamzaniAchmadIrwan.2015.PerkembanganHukum WakafdiIndonesia.Brebes:
DiyaMediaGroup.Hal51
44Undang-UndangNo.41Tahun2004TentangWakaf
45Undang-undangNo.41Tahun2004TentangWakaf
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Hartayangdiwakafkanharusmiliksahorangyang

mewakafkannya.Syaratsahnya pelaksanaan pendaftaran

wakaftanah hakmilikadalah syaratmateriildan syarat

formal.Syaratmateriilberkaitandenganpihakwakifdan

nazhirdalam pelaksanaanwakaftanahhakmilik.Sedangkan

syaratformaladalahwakaftanahhakmilikharusdibuktikan

denganAIW yangdibuatolehPPAIW.Sebagaitandabukti

adanyapendaftaranwakaftanahhakmilikadalahditerbitkan

sertipikat wakaf tanah hak milik oleh Kepala Kantor

PertanahanKabupaten/Kotayangwilayahkerjanyameliputi

letaktanahyangbersangkutan46.Setelahdiwakafkanoleh

wakif,pemilikan harta beralih menjadimilik publik dan

manfaatnyamenjadihakmauquf’alaih,yaituorang-orang

yangberhakmemperolehhasilhartawakaf.Setelahwakif

selesaimengucapkanikrarwakafseketikaitujugapemilikan

hartalepasdaritangannyadankembalimenjadimilikAllah

SWT.,untukkepentingan masyarakatsesuaiperuntukkan

wakaf47.

PeraturanPemerintahRINo.42Tahun2006Pasal1

ayat6menyebutkanbahwaAktaIkrarWakaf(AIW)yang

dibuatoleh PejabatPembuatAkta IkrarWakaf(PPAIW)

46 Santoso,Urip.“KepastianHukum WakafTanahHakMilik”,dalam JurnalPerspektif.
Vol.
XIX,No.2,(Mei,2014):71-80.Hal79.
47UsmanRachmat.2009.Hukum PerwakafandiIndonesia.Jakarta:SinarGrafika.Hal88
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adalahbuktipernyataankehendakwakifuntukmewakafkan

hartabendamiliknyagunadikelolanazhirsesuaidengan

peruntukanyangdituangkandalam bentukakta.Ayat(8)

menyebutkanbahwaPPAIW adalahpejabatyangberwenang

yangditetapkanolehmenteriuntukmembuatAIW48.PPAIW

dijabatolehKepalaKantorUrusanAgama(KUA)Kecamatan

setempat.SedangkanPPAIW untukbendawakafbergerak

berupa uang adalah PejabatLembaga Keuangan Syariah

palingrendahsetingkatKepalaSeksi49.

Pembuatan AIW bendabergerakselain uang wajib

memenuhipersyaratandenganmenyerahkanbuktipemilikan

bendabergerakselainuang.SepertipembuatanAIW benda

tidakbergerakberupatanahmilik,makawajibmemenuhi

persyaratandenganmenyerahkansertifikathakatastanah

yang bersangkutan atau tanda buktipemilikan lain.AIW

dibuatolehPPAIW palingsedikitmemuat:1)Namadan

identitaswakif.2)Namadanidentitasnazhir.3)Namadan

identitassaksi.4)Datadanketeranganbendawakaf.5)

Peruntukanbendawakaf.6)Jangkawaktuwakaf.

Tata cara pembuatan AIW antara lain:1)PPAIW

menelitikelengkapanpersyaratanadministrasiperwakafan

48PeraturanPemerintahRINomor42tahun2006tentangPelaksanaanUndang-undang
RINomor41tahun2004TentangWakaf
49UsmanRachmat.2009.Hukum PerwakafandiIndonesia.Jakarta:SinarGrafika.Hal88
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dankeadaanfisikbendawakaf.2)Pelaksanaanikrarwakaf

danpembuatanAIW dianggapsahapabiladilakukandalam

MajelisIkrarWakaf.3)AIW yangtelahditandatanganioleh

wakif,nazhir,2(dua)orangsaksi,dan/ataumauqufalaih

disahkanolehPPAIW.4)SalinanAIW disampaikankepada:a)

wakif,b)nazhir,c)mauqufalaih,d)KantorPertanahan

Kabupaten/Kotadalam halbendawakafberupatanah,e)

Instansiberwenanglainnyadalam halbendawakafberupa

benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak

selainuang.SetelahdibuatkanAIW,menurutPasal32UURI

No.41Tahun200450,PPAIW atasnamanazhirmendaftarkan

bendawakafkepadainstansiyangberwenangpalinglambat

7(tujuh)harikerjasejakAIW ditandatangani.Selanjutnya

PPAIW menyerahkan: 1) Salinan AIW. 2) Surat-surat

dan/ataubukti-buktikepemilikandandokumenterkaitlainnya.

Wakaftanah hakmilikharusmemenuhiketentuan

yang terdapatdalam Peraturan Pemerintah RINomor24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,yaitu:1)Wakaf

tanahhakmiliktermasuksalahsatuobjekpendaftarantanah

yang ditetapkan.2)Pendaftaran wakaftanah hak milik

memenuhitujuan pendaftaran tanah yang ditetapkan.3)

Pendaftaranwakaftanahhakmiliktermasukpendaftaran

50Undang-undangRINomor41tahun2004tentangWakaf
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tanah secara sporadik yang bersifat individual. 4)

Pendaftaran wakaf tanah hak milik termasuk kegiatan

pendaftarantanahuntukpertamakali.5)Pendaftaranwakaf

tanahhakmilikmembutuhkanperanPPAIW untukmembuat

AIW.6)Pendaftaranwakaftanahhakmilikmenghasilkan

tandabuktihakberupasertipikattanahwakaf51

Tugas dan kewajiban PPAIW adalah:1)Meneliti

kehendakwakif,tanahyanghendakdiwakafkan,surat-surat

buktipemilikan,dansyarat-syaratwakifsertaadatidaknya

halangan hukum bagiwakifuntuk melepaskan hak atas

tanahnya;2)Menelitidanmengesahkansusunannazhir,atau

perubahan susunan nazhir apabila ada perubahan;3)

Meneliti saksi-saksi ikrar wakaf; 4) Menyaksikan

pelaksanaanikrarwakafdanikutmenandatanganiformulir

ikrarwakafbersama-samadengansaksi-saksi;5)Membuat

AIW rangkaptigadansalinannyasesaatsetelahpelaksanaan

ikrar wakaf; 6) Menyimpan lembar pertama AIW,

melampirkan lembar kedua pada surat permohonan

pendaftaran yang dikirimkan kepada Bupati/Walikota c.q.

KantorBadanPertanahanNasionaldanlembarketigadikirim

kepada Pengadilan Agama yang mewilayahitanah wakaf

tersebut;7)Menyampaikan salinan AIW dan salinannya

51 Santoso,Urip.“KepastianHukum WakafTanahHakMilik”,dalam JurnalPerspektif.
Vol.XIX,No.2,(Mei,2014):71-80.Hal77-78
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selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuat; 8)

Menyampaikan salinan AIW 4 (empat) lembar,lembar

pertamakepadawakif,lembarkeduakepadanazhir,lembar

ketigakepadaKantorKementerianAgama,lembarkeempat

kepadaKepalaDesayangmewilayahitanahwakaftersebut.

9) Menyelenggarakan Daftar AIW.10) Menyimpan dan

memeliharaAIW danDaftarAIW yangdibuatnyadenganbaik.

11) Mengajukan permohonan atas nama nazhir yang

bersangkutan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat untuk mendaftar perwakafan

tanahmilikyangbersangkutan,selambat-lambatnyadalam

waktu3(tiga)bulansejakdibuatAIW.

AIW yang dikeluarkan PPAIW merupakan satu-

satunyaalatbuktiotentikyangdapatmembuktikantelah

dilakukannyaperbuatanhukum wakaf.AIW menuruthukum

diakuisecarasaholehnegara,sehinggadapatdigunakan

untukmembuktikan adanyapemberian wakaf.Pemberian

wakafyang dilakukan hanya secara lisan atau dibawah

tangantidaksahmenuruthukum.Wakafdibawahtangan

merupakanpraktekwakafyangdilakukanolehparapihak

sendiribaik secara lisan maupun tertulis tanpa disertai

denganpembuatanAIW olehPPAIW.BerdasarkanPasal1

ayat20TentangPeraturanPemerintahTentangPendaftaran
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Tanah52,yaitu:

Sertipikatadalahsurattandabuktihaksebagaimana

dimaksuddalam Pasal19ayat(2)hurufcUUPAuntuk

hakatastanah,hakpengelolaan,tanahwakaf,hak

milikatassatuanrumahsusundanhaktanggungan

yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku

tanahyangbersangkutan.

Pasal1868KUHperdata,yaitu:

Suatuaktaotentikialahsuatuaktayangdibuatdalam

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau

dihadapanpejabatumum yangberwenanguntukitudi

tempataktaitudibuat.

aktadibawahtanganadalahaktayangdibuatoleh

parapihakyangdilakukantidakdihadapanpejabatumum.

Yangdianggapsebagaitulisandibawahtanganadalahakta

yangditandatanganidibawahtangan,surat,daftar,surat

urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang

dibuattanpaperantaraanseorangpejabatumum.Pejabat

umum dalam perbuatanhukum wakafadalahPPAIW/Kepala

KUA.

MenurutpenulisdikarenakanAIW Adalahmerupakan

Aktaoutentikyang dibuatolehpejabatyangberwenang

yang merupakan buktitelah dikrarkannya suatu wakaf.

PelaksanaanIkrarWakafpalingtidakdisaksikanolehdua

orang saksi hal tersebut sebagai syarat sempurnya

52PeraturanPemerintahNo.24Tahun1997TentangPendaftaranTanah
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penyerahanwakaf.Olehkarenaitudalam suatuprosses

ikrarwakafdianggapkurangsempurnaapabilaperansaksi

tidakdilibatkan.Peran saksijuga adalah sebagaiorang

yangdimintaipersaksiannyaketikadikemudianhariapabila

terjadipersengketahan tanah wakaf,baik saksidiluar

maupundidalam pengadilan.

Penulis pun berkesimpulan kedudukan saksi

merupakansalah-satuyangdapatmenjaminterlindunginya

tanah wakafsebagaimana dipahamibahwa saksiyaitu

orangyangmengetahuiperistiwaataukeadaanyayangia

lihat,dengardanalami.Saksiinilahyangdapatmemberi

keteranganapabiladikemudianhariterjadisesuatuyang

tidakdiinginkanterhadapsuatutanahwakaf.Berdasarkan

aturanyangberlakudiIndonesiatentangwakafmakadapat

disimpulan bahwa di Kecamatan Dungingi terdapat

beberapa tanah wakaf belum melakukan pencatatan

sampai ke BPN untuk memiliki sertifikat. Usaha

pemerintahanuntukmenjaminperlindunganhukum tanah

wakafadalahdenganmencatatdiKUA kecamatanuntuk

terpenuhisistem administrasi.Olehkarenaitu,untuktanah

wakafyangbelum memilikisertifikatmakadenganadanya

AktaIkrarWakafkedudukannyatelahkuatsecarahukum.

Sertakedudukandariduaorangsaksidalam pelaksanaan
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wakaf juga menjadi salah satu yang mendukung

terlinduninya suatu tanah wakaf yang tidak memiliki

sertifikat.

4.1.3 PerlindunganHukum HartaWakafSebagaiAsetPublik

Wakafdipandangmasihsebatasanjuranagamayang

akan menjadiamaljâriyah (kebaikannya mengalirterus),

tanpamemahamibagaimanaketentuanagarwakaftersebut

benar-benarmenjadiamaljâriyahdalam sudutpandangkecil

masyarakatkitasaatini.

Wakafmemangidentikdenganamaljâriyah.Benda

wakafyangdikeluarkan,sepanjangbendaitudimanfaatkan

untukkepentingankebaikanmakaselamaitupulaorang

yang wakaf mendapat pahala secara terus-menerus

meskipun telah meninggaldunia.Wakaftidakakan valid

sebagaiamaljâriyahkecualisetelahbenar-benarpemiliknya

menyatakanasetyangdiwakafkannyamenjadiasetpublik

dandibekukan.Wakafjugatidakakanbernilaiamaljâriyah

sampaibenar-benardidayagunakan secara produktifdan

bermanfaattanpamenggerushabisasetpokokwakaf.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Dungingi dan

Pejabat Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo,

program sosialisasi, pembinaan terhadap nadzir dan

sertifikasiwakafsebenarnya ada diKantorKementerian
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AgamadanKUA,namunkarenaketerbatasananggarandan

SDM,tidakdapatmenjangkausemuanadzirwakafapalagi

masyarakat umum.Bahkan menurut MB,Kepala KUA

KecamatanDungingimenuturkan:

“KUAmengalamikesulitanuntukuntukmendatadan

mengaudit benda wakaf dikaranakan terbatasnya

jumlah SDM serta tidak adanya laporan keadaan

benda wakafoleh nadzhir.Jika ada laporan dari

Nadzirbahwaadamasyarakatyanginginmewakafkan

tanahnya,maka dengan segera kamimelakukan

pencatatan.”

Menurut penulis,rendahnya praktek wakaf yang

sesuaidengan prosedurjuga karena sosialisasiregulasi

wakafyangsangatkurangdankecilnyaanggaransertifikasi

yang dimilikiKUA maupun Kemenag.Dampaknya pada

akuntabilitas pengelolaan wakaf,dan membuat nadzir

cenderung mengenyampingkan memilikisertifikasimeski

memahami prosedur wakaf, mulai dari pendaftaran,

pengurusansertifikatsampaipadapengembanganbenda

wakaf. Minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf

membuatnadzirkurangberminatuntukmelegalkanharta

wakaf yang dikelolanya. Padahal sertifikasi wakaf

merupakanhalyangsangatpenting.

Menurutpenulis,banyaknyatanahwakafyangtidak

memilikiAIW/APAIW danbelum bersertifikatsebagaiwakaf,
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menunjukkan bahwa akuntabilitas regulator dalam

meningkatkan sertifikasi wakaf masih kurang. Kinerja

regulatordalam membantu masyarakatuntuk sertifikasi

wakafmasihbelum optimal.Seharusnyasemuahartawakaf

sudahtersertifikasi,sehinggapotensiberalihnyawakafuntuk

kepentingannonwakafdapatdiantisipasi.53.

Menurutpemulis,agarpelaksanaan wakafsesuai

dengan ketentuan hukum perlu diadakan sosialisasi,

pembiayaan sertifikasi,pembinaan bahkan pendampingan

kepadawakifdannadzir.Pelaksanaanwakafsesuaidengan

hukum akanmenjaminbahwaamalanwakafsesuaidengan

ketentuan syari’at, sehingga konsep amal jâriyah

(kebaikannya mengalirterus)yang melekatpada wakaf

terpenuhikarena sebagaiasetpublik terlindungisecara

hukum. Apabila benda wakaf telah beralih dari sisi

kepemilikanmaupunkemanfaatan,makaamaljâriyahtidak

tercapai.

Menurutpenulis,potensitanahyangdiwakafkandi

KecamatanDungingirentanpenyimpangansepertidiminta

kembaliolehahliwariswakif,berpindahkepemilikanwakaf

menjadihakmiliknadzirsecaraturuntemurun,dialihkan

untuk keperluan pribadi maupun kelompok. Potensi

53 Huda,Nurul,dkk.“AkuntabilitassebagaiSebuahSolusiPengelolaanWakaf”,dalam
JurnalAkuntasiMultiparadigma(JAMAL).Vol.5,No.3,(Desember,2014):485-497hal
489.
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penyimpangan harus diproteksi, karena benda wakaf

merupakan asetpublik.Diperlukan sarana hukum untuk

melindungibendawakafdaripotensipenyimpangan.Berikut

terlampirdatatanahyangdiwakafkan

Tabel1.1

DataDirektoriTanahWakafKUAKecamatanDungingi

No Lokasi Luas
(M2)

Penggunaan Wakif Nazir Sertifikat Pelaksanaan
wakafKec Kel No Tanggal

1 Dunging
i

Huangobotu 682 MesjidNurul
Huda

TahirKoday Suleman
Hunowu

45
7

10-5-1997 8-11-1993

2 Huangobotu 448 MesjidAlJariah H.A.Kasim Hj.Sukeman
Utia

55
0

4/12/1991 27-01-1992

3 Huangobotu 225 MesjidAl-
Muawanah

A.Talib Hj.Suleman
Utia

29-9-2013

4 Huangobotu 596 Mad.Darul
Muttaqin

Hj.Hajara
Mauda

RusliDali 19-01-2004

5 Huangobotu 82 Tpq.RaudahAl-
Ihsan

FadlyDungga Thalib
Mania,S.So
s

21 10/8/2018 8-1-2018

6 Huangobotu 532 MesjidDarul
Muttaqin

H.Yusuf
Dungga

YusufNaki 19-10-2004

7 Huangobotu 1225 YayasanUlumul
Qur’an

Dr,Hj.Saida
Gani,M.Sos

IrfanAkadji,
SE,MM

22 11/8/2019 7-11-2019

8 Huangobotu 135 Yayasan
FadhilahNuur
Haddad1

H.Lisa
Purnawati
Nento,SH

Ali
Abubakar
Assagaf

27 29/12/201
0

12-10-2020

9 Huangobotu 346 Yayasan
FadhilahNuur
Haddad2

H.Lisa
Purnawati
Nento,SH

Ali
Abubakar
Assagaf

28 23/12/201

0

12-10-2020

10 Huangobotu 152 Yayasan
FadhilahNuur
Haddad3

H.Lisa
Purnawati
Nento,SH

Ali
Abubakar
Assagaf

29 23/12/201

0

12-10-2020

11 Huangobotu 136 Yayasan
FadhilahNuur
Haddad4

H.Lisa
Purnawati
Nento,SH

Ali
Abubakar
Assagaf

31 23/12/201

0

12-10-2020

12 Huangobotu 134 Yayasan
FadhilahNuur
Haddad5

H.Lisa
Purnawati
Nento,SH

Ali
Abubakar
Assagaf

32 23/12/201

0

12-10-2020
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13 Huangobotu 137 Yayasan
FadhilahNuur
Haddad6

H.Lisa
Purnawati
Nento,SH

Ali
Abubakar
Assagaf

33 23/12/201

0

12-10-2020

14 Huangobotu 135 Yayasan
FadhilahNuur
Haddad7

H.Lisa
Purnawati
Nento,SH

Ali
Abubakar
Assagaf

27 23/12/201

0

12-10-2020

15 Huangobotu 621 Yayasan
FadhilahNuur
Haddad8

H.Lisa
Purnawati
Nento,SH

Ali
Abubakar
Assagaf

35 19/04/202
1

12-10-2020

16 Huangobotu 133 Yayasan
FadhilahNuur
Haddad9

H.Lisa
Purnawati
Nento,SH

Ali
Abubakar
Assagaf

34 2/3/2021 12-10-2020

17 Huangobotu 219 Yayasan
FadhilahNuur
Haddad10

H.Lisa
Purnawati
Nento,SH

Ali
Abubakar
Assagaf

25 23/12/202
0

12-10-2020

18 Huangobotu 140 Yayasan
FadhilahNuur
Haddad11

H.Lisa
Purnawati
Nento,SH

Ali
Abubakar
Assagaf

26 23/12/202
0

12-10-2020

19 Huangobotu 182 Masjid
Mubaroqah

Ir.Rugaya
Biki,M.Si

Hj.Fadlun
Ota,S.Pd

03-11-2020

20 Huangobotu 378 MasjidAl-
Magfirah

AlexYusuf Mohamad
Makmur

10/6/2019

21 Huangobotu 144 MasjidAl-Ikhlas Niko
Mahmud

Abd.Rahma
n

10/4/1992

22 Tomulabutao 1893 MasjidAlYusra H.Salisu
Nurdin

Drs.Aksim
Yahidji

60 29/04/199
2

20/7/1991

23 Tomulabutao 394 MesjidAs-
Sajadah

Julia
Kinilowari

Dama

Safiin
Saridin
Napu

2 20/01/201
1

21/3/2011

24 Tomulabutao 540 MesjidAl-Ikhlas RadjaWadja Tone
Walangadi

21/3/2011

25 Tomulabutao
Selatan

478 MesjidAr-Zikra H.Abdul
Karim

Malabar

Drs.H.Hami
dHasan

27
2

2/8/1993 15/6/2005

26 Tomulabutao
Selatan

405 MesjidAl-Aqsha AzisYusuf H.Nasir
Bumulo

18/7/1992

27 Tomulabutao
Selatan

381.87
5

Mesjid
Mantasya

Ir.Ha,Hendriti
sSulistiani
Saleh,M.Si

Syafriyanto
Adam

11/3/2009

28 Tomulabutao
Selatan

500 SMKGotong
Royong

SaripaNobo Ribuyanto
Mako,S.Si

29/8/2018

29 Tomulabutao
Selatan

420 Masjid
Alhamdulillah

Ahmad
Hoesa
Pakaya,SE

Prof.Dr.H.
HariadiSaid

21 2/12/2017 3/6/2016

30 Tomulabutao
Selatan

306 MesjidAl-
Qomar

H.Suwarni
Razak

Rachmat
M.Didipu

8/5/2017

31 Libuo 212 MesjidNurul
Hidayah

MikoDidipu Nurdin
Bokings,SE

32
8

28/01/200
5

6/1/2003

31 Libuo 577 MesjidAl
Karamah

MusYusuf Abd.Yusuf 6 14/01/199
6

29/10/1993

33 Libuo 337 MesjidAl-
Hidayah

IsmailHinelo Yunus
Hinelo

55
2

4/12/1991 12/12/1994

34 Libuo 0 Pekuburan Gafar
Abdullah

Yusuf
Hinelo

18/4/1995

35 Libuo 337 MushollahAl-
Amanah

Ahmad
Piinga

YunusRauf 4 25/5/2018 20/4/2010
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36 Libuo 250.61 Pekuburan SarjanHarun Zulkifli
Harun

18/5/2010

37 Libuo 2200 Sekolah FianYusuf Junus
Hinelo

18/4/1995

38 Libuo 144 TPQAl-Adha SalmaOintu Hamzah
Taidi

18/4/1995

39 Libuo 147 Mesjid
Babussalam

R.Saleh Muswar
Lukum

2 18/05/200
5

1/11/2000

40 Tuladengi 413 MesjidAl-
Fadilah

Yunus
Abdullah

Yusuf
Djailani

6 7/1/1995 6/6/1992

41 Tuladengi 426 MesjidAl-
Muhajirin

HusinKarim Hasan
Bilondatu

5 7/1/1995 11/7/1992

42 Tuladengi 1968 Mesjid
Darussalam

Neni
Abdullah

Yunus
Abdullah

4 7/1/1995 11/7/1992

SumberdatadiperolehdariApril2021KUAKecamatanDungingi

Daridata diatas terlihatsebanyak 42 persiltanah

wakatberdasarkanpendataanKUAdiKecamatanDungingi

hanyasekitar16ersiltelahmemilikiakta,yangartinyamasih

ada26persiltanahbelum memilikisertifikatsebagaitanah

wakaf. Tingginya jumlah tanah wakaf yang belum

bersertifikattersebutdipengaruhibeberapakendala.Setelah

wawancarayangdilakukanpenelitidenganKepalaKantor

KUA Kecamatan Dungingi,BapakHasyrulM.Ismail,S.EI54

beliaumenuturkan:

“Banyaknyatanahwakafyangbelum punyasertifkat
setelah dilakukan ikrarwakaf,bukan darikelalaian
pihak nazir. Melainkan lebih banyak dari pihak
keluargawakifmisalnyaanak-anakmerekamerasa
peralihan tanah tersebut sudah berakhir karena
orangtua mereka yang mewakafkan tanahnya tadi
telahmeninggalmakamerekaberkilahtidakmengakui
tanahtersebutmasihtanahwakaf,sehinggameminta
dikembalikanatautidakmaumembantunazirdalam
halinitidak membubuhkan tandatangan mereka
mengakuitanah orangtua mereka telah diwakaflan
memperumit pengurusan administrasipendaftaran

54Wawancaradilakukantanggal5Mei2021
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sertifikatnya, kendala yang dipengaruhi pihak
pemerintahpunmenjadialasanlambatnyaterbitnya
sertifikatwakaftersebut.”

Secara hukum, AIW yang dikeluarkan PPAIW

merupakan satu-satunya alat buktiotentik yang dapat

membuktikantelahdilakukannyaperbuatanhukum wakaf.

AIW menuruthukum diakuisecarasaholehnegara,sehingga

dapatdigunakan untuk membuktikan adanya pemberian

wakaf.Pemberianwakafyangdilakukanhanyasecaralisan

atau di bawah tangan tanpa pembuatan AIW yang

dikeluarkanolehPPAIW tidaksahmenuruthukum.

Pemerintah telah mengadakan program sertifikasi

tanah-tanahwakaf(pembuatanAIW/APAIW danpembuatan

sertifikatsebagaitanahwakaf)sejakterbitnyaPP RINo.

28/1977. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Surat

Keputusan Bersama MenteriAgama dan Kepala Badan

PertanahanNasionalNomor422tahun2004danNomor3/

SKB/BPN/2004tentangSertifikasiTanahWakaf.Keputusan

inidikeluarkandikarenakanmasihbanyaknyatanahwakafdi

seluruhIndonesiayangbelum bersertifikat,sehinggaperlu

dilakukan peningkatan sertifikatnya demi untuk tertib

administrasidankepastianhak.

Menurutpenuliswalaupunprogram sertifikasitanah

wakaf telah diselenggarakan oleh pemerintah dimana
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pembuatanAIW/APAIW merupakansuatukeharusanserta

dibebaskan daribiaya,namun masih juga terasa oleh

masyrakatbelum efektif.Masihmasihbanyaktanah-tanah

wakafyangbelum dituangkandalam AIW/APAIW danbelum

disertifikatkan.SepertidiKecamatanDungingiuntuktanah

wakafyangterdaftardiKementerianAgamasebanyak42

persiltanahwakatsedangkanyangsudahmemilikiaktabaru

sekutar27persiltelahmemilikiakta,yangartinyamasihada

15 persiltanah belum memilikisertifikatsebagaitanah

wakaf55

Pembuatan AIW dilakukan setelah wakif

mengikrarkan dan menyerahkan harta yang diwakafkan.

Walaupunikrarwakafdilakukansecaratertulis,namunAIW

harus tetap dibuat karena sebagaialat buktisahnya

perbuatan hukum wakaf.Selain AIW,adapula APAIW.

PerbedaanAIW danAPAIW adalahwaktupelaksanaanwakaf

dan pembuatan akta.Pembuatan AIW untuktanah-tanah

yangdiwakafkansetelahberlakunyaPeraturanPemerintah

RINomor28tahun1977tentangPerwakafanTanahMilik,

danwakafyangpadawaktupembuatanaktawakifmasih

hidup.SedangkanAPAIW dibuatuntukbendatanahyang

diwakafkansebelum berlakunyaPPRINo.28Tahun1977,

55DatadaripegawaiKUADungingi,diperolehtanggal6Mei2021.
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danwakafyangpadawaktupembuatanaktawakifnyatelah

meninggaldunia.AIW maupunAPAIW dibuatolehPPAIW,

yaituKepalaKUAsetempat.KedudukanKepalaKUAsebagai

pembuatAIW maupun APAIW sama dengan kedudukan

camatdannotarisyangmenjabatsebagaiPejabatPembuat

AktaTanah(PPAT).

Penulis melihatperan PPAIW dalam pelaksanaan

wakafsangatpenting.BerdasarkanUURINo.41Tahun2004

maupun PP RINo.42 Tahun 2004 dalam melaksanaan

wakaf,wakifharusmengikrarkankehendaknyasecarajelas

dantegaskepadanazhirdihadapanPPAIW,disaksikanoleh

sekurang-kurangnya 2 (dua)orang saksidan dituangkan

dalam bentuk AIW.Ikraryang disampaikan oleh wakif

tersebutberisikan pernyataan kehendakdariwakifuntuk

mewakafkantanahmiliknya.

Agarpemberianwakafyangdilakukansecaralisan

ataudibawahtangandiKecamatanDungingitetapdiakui

secara hukum,maka bentuk pengamanan yang dapat

dilakukanadalah:Pertama,apabilawakifmasihhidupbentuk

pengamanannyadengandibuatkanAIW olehPPAIW.Kedua,

apabilawakiftelahmeninggalduniabentukpengamanannya

dengan dibuatkan APAIW oleh PPAIW.Pelaporan adanya

hartabendawakafagardibuatkanAPAIW dapatdilakukan
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olehmasyarakatumum,tokohmasyarakat,ataupunkepala

desa/kelurahan. Tidak menutup kemungkinan dalam

pembuatan APAIW ahliwaris wakifmengingkariadanya

pemberianwakafolehwakif.Apabilahaliniterjadi,nadhir

dapatmengajukanpermohonanithbatwakafkePengadilan

Agama.PenetapanPengadilanAgamatersebutselanjutnya

menjadi dasar permohonan sertifikat tanah. Setelah

dibuatkanAIW/APAIW olehPPAIW selanjutnyadidaftarkan

untukdilakukanperubahansertifikatkeBadanPertanahan

Kabupaten/Kota.Sertifikatatasnamawakifdicoretdan

digantidenganatasnamanadzirdengandibuatkansertifikat

wakaf.

Benda yang diwakafkan yang ada diKecamatan

Dungingididominasiolehtanahmilik.Sertifikasitanahwakaf

menjadisangatpenting untuk melindungiwakafsecara

hukum. Tanah mempunyai arti sangat penting dalam

kehidupan bermasyarakatdan bernegara.Seiring dengan

perkembangan pesat dalam pembangunan diberbagai

bidang,menjadikankedudukantanahsebagaimodalyang

paling utama dalam kehidupan masyarakatdiIndonesia.

Sertifikattanahmerupakanbuktikepemilikanterhadapsuatu

bidang tanah.Pemegang sertifikathak atas tanah telah

mendapatperlindungan hukum dan dijamin oleh undang-
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undangatastanahyangdimilikinya.Apabilaterjadisengketa

tanah,pemilik sertifikattanah yang dimilikikedudukan

hukumnyasangatkuat.

Kaidahhukum yangdianutdalam hukum pertanahan

nasionaladalah bahwa setiap orang atau badan hukum

melakukansuatuperbuatanhukum yangberupapengalihan

hak atas tanah,wajib dilakukan dihadapan pejabatyang

berwenanguntukitu,gunamendapatkanaktasebagaibukti

atau jaminan. Ketentuan tersebut untuk mendapatkan

kepastianhukum dankepastianhakatastanahyangtelah

dialihkan tersebut.Ketentuan yang mengaturpendaftaran

tanahdapatdilihatdalam Pasal19ayat(1)Undang-Undang

RINomor5 tahun1960tentang PeraturanDasarPokok-

pokokAgrariadanPeraturanPemerintahRINomor24Tahun

1997tentangPendaftaranTanah.

Semua aspek hukum harus dituntaskan melalui

sarana-saranahukum.Negarahukum menempatkansemua

persoalan kemasyarakatan dalam bingkaihukum.Fungsi

hukum adalah melakukan usaha untuk menggerakkan

masyarakatsesuaidengancara-carahukum56.

Hukum dibuat dan diterapkan dalam rangka

menciptakanketertiban,menegakkankeadilan,kemanfaatan,

56 Dayanto.“RekonstruksiParadigmaPembangunanNegaraHukum IndonesiaBerbasis
Pancasila”dalam JurnalDinamikaHukum.Vol.13,No.3,(September2013):498-509.Hal
505.
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dankepastian.Untukmencapaitujuantersebutmakanorma-

normahukum harusditegakkan.Penegakanhukum adalah

proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedomanperilakudalam lalulintasatauhubungan-hubungan

hukum dalam kehidupan bermasyarakatdan bernegara.

Hukum harusbisaditegakkanagardapatberfungsidengan

baiksehinggatujuandarihukum tersebutdapattercapai57.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut,hukum modern

menekankan pada lima unsuryang menentukan hukum

dapatdilaksanakan:1)Kapasitas aturan-aturan,standar-

standar, atau prinsip-prinsip hukum untuk memandu

masyarakatdalam melaksanakan urusan-urusannya,dan

masyarakatharusmengetahuihukum danmematuhinya.2)

Agarhukum efektifrakyatharusdiperintaholehhukum dan

mematuhinya(peopleshouldberuledbylawandobeyit).3)

Hukum harus memungkinkan stabilitas, agar dapat

memfasilitasi perencanaan dan mengkoordinasikan

berbagaitindakansepanjangwaktu.4)Supremasiotoritas

terhadapsiapun,pemerintah,penegakhukum,danmaupun

masyarakatumum.5)Pengadilanyangtidakmemihakdan

57 Thamrin,Husni.“PenegakanHukum diIndonesiadalam PerspektifNegaraHukum”,
dalam JurnalProghresif.Vol.11,No.32,(Agustus2014):49-55.Hal50
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dilaksanakansesuaiproseduryangjujurdanadil58.

Menurut penulis,pentingnya penerbitan sertifikat

wakaf ini dengan mempertimbangkan kemanfaatan di

kemudian harisehingga memang sangat urgen untuk

dilaksanakan.Aktaadalahsuatusuratyangditandatangani,

memuatketerangantentangkejadian-kejadianatauhal-hal

yangmerupakandasardarisuatuperjanjian.Sepertiyang

tertuangpadaPasal1867KUHPerdatamenyatakan:

Pembuktiandengantulisandilakukandengantulisan-

tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di

bawahtangan.

Semua peraturan perundang-undangan yang

mengaturtentangperwakafantanahmenegaskanperlunya

sertifikasiuntukmendapatkansertifikattanahwakafseperti

disebutkandalam UURINo.41Tahun2004danPPRINo.42

Tahun 2006.Memang dalam kajian hukum Islam tidak

terdapatdasarhukum yangmewajibkanagartanahwakaf

memilikisertifikatwakaf.Namun terdapatanjuran untuk

melakukanpencatatansebagaibentukupayaperlindungan

hukum dan menghilangkan kebimbangan terhadap status

benda wakaf.Pembuatan AIW/APAIW yang selanjutnya

dibuatkan sertifikattanah wakafpada pokoknya adalah

58 Azhari,AidulFitriciada.“NegaraHukum Indonesia;DekolonisasidanRekonstruksi
Tradisi”,dalam JurnalIusQuiaIustum.Vol.496,No.4,(Oktober2012):489-505.Hal496-
497
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untuk memperoleh jaminan,kepastian dan perlindungan

hukum tentangtanahyangdiwakafkan.

4.2 KendalaTanahPerlindunganTanahWakafdiKecamatanDungingi.

4.2.1 Belum TerpisahDariAktaInduk

Berdasarkan Lampiran IIPeraturan Kepala Badan

PertanahanNasionalNomor1Tahun2010tentangStandar

Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan59,jangka waktu

pemecahan/pemisahansatubidangtanahmilikperorangan

adalah15(limabelas)hari.Lalu,untukbiayabuatsertifikat

pecahsertifikattanahmemperhitungkanjumlah,luastanah,

danpenggunaannya.

Sertipikat Tanah merupakan surat tanda bukti

kepemilikantanahyangsudahdibukukandalam bukutanah.

Sertifikattanahsendiribisauntukmacam-macam,seperti

hakatastanah,hakpengelolaan,hakatassatuanrumah

susun,atautanahwakaf.Sertifikattanahinihanyaboleh

diberikanpadapihakyangnamanyatercatatdalam buku

tanahsebagaipemeganghak.

Menurut penulis adanya tanah yang diwakafkan

sebagianituharusdilakukanpelepasanhakolehpemiliknya

terlebih dahulu dikarenakan ada sebagian tanah yang

diwakafkan di Kecamatan Dungingi masih tergabung

59PerkaBPNNo.1Tahun2010tentangStandarPelayanandanPengaturanPertanahan
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dengansertipikat/aktaInduk,disisilainwakafyangtelah

diikrarkantidakdapatdibatalkan,makanadzirsebaiknya

yang melakukan pemecahan sertifikat tanah sebelum

melakukanwakaf,yaknisebagianuntukdiwakafkandan

sebagian lagimasih bisa wakif berikan kepada ahli

warisnya.

Tabel1.2

DataTanahWakafKUAdiKecamatanDungingi
No Lokasi Luas

(M2)
Penggunaan Wakif Nazir Sertifikat Pelaksanaan

wakafKec Kel No Tanggal

1 Dunging
i

Huangobotu 596 Mad.Darul
Muttaqin

Hj.Hajara
Mauda

RusliDali 19-01-2004

SumberdatadiperolehdariApril2021KUAKecamatanDungingi

Sepertiterlihatpadatabeldiatasdatatanahwakaf

yangmasihbelum terpisahdarisertifikatindukya,membuat

nazirkesulitandalam pengurusanpenerbitansertifikatdi

BPNkarenaharusmemintatandatanganpersetujuanserta

pengakuandariseluruhahliwarissiwakifbahwadalam

budeltanah mereka ada sebahagian tanah telah di

wakafkanolehibumereka.

Kendalamasihadanyastatustanahyangmerupakan

tanahhakatastanah(dalam halinibersertifikathakmilik),

maka dilakukan pelepasan hak baru kemudian bisa

mendapatkansertifikatwakaf

Adapun hal yang harus disiapkan ketika ingin

mengajukan permohonan pendaftaran perubahan yaitu
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pemecahan/pemisahan bidang tanah ke BPN maka

persyaratanyangperludilengkapiadalah:

1.Formulir permohonan yang sudah diisi dan

ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas

materaicukup.Permohonanmemuat:

a.Identitasdiri.

b. Luas, letak dan penggunaan tanah yang

dimohon.

c. Pernyataantanahtidaksengketa.

d.Pernyataantanahdikuasaisecarafisik.

e.Alasanpemecahan/pemisahan.

2.SuratKuasaapabiladikuasakan.

3.Fotokopiidentitas pemohon (KTP,KK)dan kuasa

apabila dikuasakan,yang telah dicocokkan dengan

aslinyaolehpetugasloket.

4.Sertipikatasli.

5.Ijin Perubahan Penggunaan Tanah,apabila terjadi

perubahanpenggunaantanah.

6.MelampirkanbuktiSSP/PPhsesuaidenganketentuan.

7.TapakkavlingdariKantorPertanahan60.

4.2.2 AhliWarisWakifTidakMauBertandaTangan

60 Diakses dari http://site.bpn.go.id/o/Beranda/Layanan-Pertanahan/PELAYANAN-
PEMELIHARAAN-DATA-PENDAFTARAN-TANAH/PEMECAHAN---PENGGABUNGAN---
PEMISAHAN-HAK/PEMECAHAN---PEMISAHAN---BIDANG-TANAH-PERORANGAN.aspx.
Diaksespadatanggal24April2021
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KesadaranmasyarakatdiKecamatanWiradesauntuk

melaksanakanwakafsesuaidenganperaturanperundang-

undanganmasihrendah.BerdasarkanUURINo.41Tahun

2004,bahwa ikrarwakafwajib dituangkan dalam AIW,

dilakukan dihadapan PPAIW,atau melaporkan ke KUA

untukdibuatkanAIW/APAIW,yang selanjutnyadilakukan

pendaftaran,prosessertifikasidandiumumkankepublik

yang tata caranya diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

Mayoritas benda wakaf di Kecamatan Dungingi

berupatanahmilikdanbangunan.Sebahagianbesarbenda

wakaftelahbersertifikatsebagaitanahwakaf.Umumnya

bendawakafbelum bersertifikatwakafdantidakadakerja

sama dari ahli waris wakif ketika Nadzir hendak

mengajukanpermohonanpembuatansertifikatwakaf.

Minat dan semangat masyarakat di Kecamatan

Dungngiuntukwakafdidasaripemahamantentangregulasi

wakaf.Adawakifyangberanggapanbahwabendayang

telahdiwakafkanuntukselamanya,diamasihberhakatas

wakaftersebut.Demikianjugaahliwariswakif,adayang

menganggapbahwamerekamasihberhakterhadapbenda

yangtelahdiwakafkanorangtuanya.MakaNadzirharus

meminta izin kepada mereka apabila hendak
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mengembangkan wakaf tanah tersebut,atau sebatas

hendak melakukan perawatan apabila wakafnya berupa

mesjid(HasilwawancaradenganBapakFendryEyato,salah

satuahliwariswakif).61

Berdasarkan pengamatan penulis,begitupun ketika

nadzir atau pegawaiKUA datang kepada ahliwaris

menyodorkan pemberkasan peralihan akta atas tanah

wakaforang tuamereka,keengganan hinggapenolakan

terhadapberkaspengusulanpermohonanaktatanahwakaf

tersebutditolakpihakahlikeluargawarisuntukdimintai

tanda tangan sebagaibuktipersetujuan dan pengakuan

bahwamerekadaripihakkeluargasipemberiwakaf(wakif)

akanmeneruskantujuanpemberiantanahuntukkeperluan

wakafsesuaidengan kehendak dariwakif.Penolakan

tersebut menjadi kendala pengajuan permohonan

pengusulan akta wakaf diBPN sehingga tanah yang

diwakafkan tadi menjadi lebih lambat dalam proses

penerbitan sertifikattanah wakafkarena masih harus

melengkapipersyaratan-persyaratan tersebutdiantaranya

dokumenpersetujuandaripihakahliwaris(keluargawakif)

yangtelahditandatangani.

4.2.3 Adanya PRONA (ProyekOperasiNasionalAgraria)Dari

61Wawancaratanggal3Mei2021



78

Pemerintah

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

memisahkandan/ataumenyerahkansebagianhartabenda

miliknyauntukdimanfaatkanselamanyaatauuntukJangka

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

keperluanibadahdan/ataukesejahteraanumum menurut

syariah. Jika di Indonesia mengenal wakaf maka,

perbutaanyanghampersamadenganwakafyangdikenaldi

negaralainmenyebutnyadenganendownment,corporation,

trust dan lain-lain yang mana pada hakekatnya

mengandungartiuntukoranglainataumelakukankebaikan

untukoranglain,ataumemberikemanfaatanumum.62

SubstansiperwakafantanahdiIndonesiayaitu:a).

Wakif,b).Nadzir,c).HartaBendawakaf,d).Ikrar,e).Jangka

Waktu,f).Peruntukannya,dan g).Sertifikatatau tanah

tersebutdapatdibuktikan.Jikadalam hukum Islam Cukup

denganterpenuhinyaWakif,Nadzirhartabendawakafdan

ikrar,diIndonesia kemudian mengaturmengenaiwakaf

tidakhanyaterpenuhinyawakif,Nazhir,hartabendawakaf

dan peruntukannya tapijuga diaturbahwa tanah wakaf

tersebutharusdapatdibuktikanmelaluipencataanseperti

sertifikatyangditerbitkanBadanPertanahanNasional.

62MundzirQahaf,ManajemenWakafProduktif,(Jakarta:Khalifah),hal.46.
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DiKotaGorontalo,khususnyaKecamatanDungingi

terdapat beberapa tanah wakaf yang wakif tidak

mengetahuimengenaiproses perwakafan,Nadziryang

kurang paham akan tugas serta fungsinya sebagai

pengelolah wakaf,terdapat tanah wakaf yang hanya

dialakukanpencatatan,danwakafyangdipahamidalam

masyarakatadalahwakafdalam bentukbagunantempat

ibadah atau kepentingan umum atau dalam bentuk

konsumtif beberapa masalah lain kaitannnya dengan

substansiperwakafandanjugawakafyangtidakmemiliki

sertifikat, walaupun sertifikat telah menjadi program

nasional,namun harus diakuibahwa hasilnya belum

sepenuhnya optimal. Sebagaimana tanah wakaf di

Kecamatan Dungingiyang berjumlah 42 persiltanah,

sedangkanmasihadasebanyak15persiltanahyangbelum

memilikisertifikat.Daridata tersebutdipahamibahwa

masih ada tanah wakafdiKota Gorontalo Kecamatan

Dungingiyangbelum mengikutiprosedursesuaidengan

aturan yang berlaku dan untuk menjamin perlindungan

hukumnyaatau masih dalam statusmemilikiAktaIkrar

WakafyangdikelurkanolehKUA.

Akta IkrarWakaf,yang selanjutnya disingkatAIW

adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk
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mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir

sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang

dituangkandalam bentukakta.63Tujuandariditerbitkannya

akta tersebut adalah untuk memperjelas status dan

kedudukantanah,memberikejelasanmengenaiwakifdan

nadzirsertamenjadibuktiketikaterdapatahliwarisdari

wakifyangtidakmengakuitanahtersebutsebagaiwakaf,

ketikasuatutanahwakaftelahmemilikiAktaIkrarWakaf

makastatushukumnyasudahsahdandapatdilindungi.

Muatan dalam AIW menurutaturan yang berlaku

benyebutkanbahwa:“IsidandanbentukAktaIkrarWakafdi

tetapkan oleh menteriAgama”.DiKecamatan Dungingi

sepertidiKelurahan TulandenggiAkta IkrarWakafnya

memuatmengenaiIdentitasWakif,Nadzir,Saksidantanah

wakafmengenailuas,batas-batasnyasertaperuntukannya.

Namundikarenakanprogram

Undang-Undang RINomor41Tahun 2004 tentang

Wakafdalam pasal17yangmemaparkanmengenaiAkta

Ikrar Wakaf dapat di pahami bahwa akta tersebut

merupakan akta otentiyang dapatdipergunakan dalam

penyelesaiam sengketayangmungkintimbuldikemudian

harimengenaitanahwakaf.

63LembaranNegara,PeraturanBWINomor3Tahun2008TentangTataCaraPendaftaran
DanPenggantianNazhirHartaBendaWakafTidakBergerakBerupaTanah.
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Haltersebutsejalandenganpasal1868KUHPerdatayaitu:

“Suatuaktaoutentikadalahaktayangdibuatdalam

bentukyang ditentukan Undang-Undang oleh atau

dihadapanpengawaiumum yangberkuasauntukitu,

ditempatdimanaaktaitudibuat”

Dari pemaparan tersebut penulis berkesimpulan

bahwasuatuwakafdenganAktaIkrarWakaftelahsahdan

dapatdilindungiolehhukum.AIW AdalahmerupakanAkta

Outentikyangdibuatolehpejabatyangberwenangyang

merupakan bukti telah dikrarkannya suatu wakaf.

PelaksanaanIkrarWakafpalingtidakdisaksikanolehdua

orang saksi hal tersebut sebagai syarat sempurnya

penyerahanwakaf.Olehkarenaitudalam suatuprosses

ikrarwakafdianggapkurangsempurnaapabilaperansaksi

tidakdilibatkan.Peran saksijuga adalah sebagaiorang

yangdimintaipersaksiannyaketikadikemudianhariapabila

terjadipersengketahan tanah wakaf,baik saksidiluar

maupundidalam pengadilan.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah

untukmemberikanjaminandankepastianhukum mengenai

perwakafan tanah adalah dengan menyelenggarakan

program pensertipikatan tanah wakaf namun sampai

sekarang masih terdapat tanah wakaf yang belum

bersertipikat.Halinidikarenakan program pemerintah
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tersebutbukan merupakan program berkelanjutan dan

program pensertifikatan tersebutkurang disosialisasikan

kepadamasyarakatluassehinggaterdapatbeberapanadzir

yang tidak mengetahuiadanya program pensertifikatan

tanahwakaftersebut.

Menurutpenulis,program pensertifikatantanahwakaf

yangtelahdilakukanolehpemerintahmerupakanprogram

nasional sebagai tanggung jawab pemerintah dan

masyarakat.Olehkarenaitu,untukmengetahuisecarapasti

jumlahtanahwakafdiseluruhIndonesiaharusdiadakan

pendataansecarapasti.MenurutSuratKeputusanbersama

MenteriAgama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor422Tahun2004danNomor3/SKB/BPN/2004

tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, dalam pelaksanaan

sertifikasitanah wakaf tersebutMenteriAgama telah

menyediakan dana untuk pendataan,inventarisasidan

pensertifikatantanahwakafsesuaidenganketentuanyang

berlaku.Kekurangan dariprogram pensertipikatan tanah

wakafinitidak menjangkau keseluruhan wilayah Kota

Gorontalo,yang berartiada pemilahan daerah-daerah

tertentuyangmenjadisasarandariprogram ini.Sedangkan

bagitanahwakafyangdaerahnyatidakmendapatprogram

pensertipikatan tanah wakafini,maka harus menunggu
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hinggaprogram pemerintahselesaiagarbisameneruskan

pengjuanpermohonanpenerbitansertipikatsecaramandiri.

Karena pihak BPN sedang mendahulukan penyelesaian

pengajuanpenerbitansertifikatdariprogram yangdiadakan

atasinstruksipemerintah.

Pada kenyataannya program yang diselenggarakan

olehpemerintahdalam rangkapensertifikatantanahwakaf

tersebutbertujuanuntukmemberikanperlindunganhukum

terhadap nadzir sebagaipemilik tanah wakaf karena

denganditerbitkannyasertipikatwakafatasnamanadzir

makanadzirakanmempunyaialatbuktiyangkuatyang

dapatmembuktikankepemilikantanahwakaftersebut.

Dalam melaksanakan pensertifikatan tanah wakaf

proseduryangdilakukanterhadaptanah-tanahwakafyang

sudah bersertipikatberbeda dengan tanah-tanah wakaf

yangbelum bersertifikat.Terhadaptanah-tanahwakafyang

sudahbersertipikatproseduryangdilakukandalam rangka

pembuatan sertipikatwakafcukup dengan mengajukan

permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala

BadanPertanahanNasional.Sedangkanuntuktanah-tanah

yang belum bersertipikatproseduryang harusdilakukan

dalam rangkapembuatansertipikatwakafadalahdengan

mengajukanpermohonanpendaftarantanahwakafyang
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disertaidenganpermohonanpendaftaranhaknyakepada

KepalaBadanPertanahanNasional.Jadidalam pembuatan

sertipikat wakaf yang tanahnya belum bersertipikat

terdapatduapermohonansekaligusyangharusdiajukan

yaitu permohonan pendaftaran tanah wakaf dan

permohonanpendaftaran/konversi/penegasanhakatas

tanahyangdiwakafkan.

Dalam proses pelaksanaan pensertifikatan tanah

wakafterhadaptanahyangsudahbersertipikat,syarat-

syaratyangdiperlukanantaralain:

1.Suratpermohonanpendaftarantanahwakaf

2.AktaIkrarWakaf

3.AsliSertipikatHakMilikAtasTanah

4.Suratpengesahannadzir

5.Suratkuasa,jikapermohonannyadikuasakan

6.Identitaswakif

7.Identitasnadzir

Proses pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf

terhadaptanahyangbelum bersertipikatberbedadengan

tanahwakafyangtelahbersertipikat.Adapunsyarat-syarat

yangdiperlukanantaralain:

1. Surat permohonan pendaftaran tanah wakaf dan

permohonanpendaftaranhak.
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2. Identitasdiripemohondanataukuasanya.

3. Suratkuasa,jikapemohonnyadikuasakan.

4. Buktitertulis yang membuktikan adanya hak yang

bersangkutan,yaitu:

a) Surattanda buktihak milik yang diterbitkan

berdasarkan Peraturan swapraja yang

bersangkutan,atau

b) PetukPajakBumi/Landrente,girik,pipil,ketitir

danVerpondingIndonesiasebelum berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961,

atau

c) Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah

tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh

Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang

dibuat sebelum berlakunya Peraturan

PemerintahNomor10Tahun1961,atau

d) Aktapemindahan hakatastanah yang dibuat

olehPejabatPembuatAktaTanah(PPAT)yang

tanahnyabelum dibukukandengandisertaialas

hakyandialihkan,atau

e) AktaIkrarWakaf/suratikrarwakafyangdibuat

sebelum atau sejak mulai dilaksanakannya

Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977
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dengandisertaialashakyangdiwakafkan,

5. FotocopySPPTPBBtahunberjalan.

Berdasarkanuraiantersebut,menurutpenulisJangka

waktupendaftarantanahwakafsampaidenganterbitnya

sertipikatwakafuntuktanahyangsudahbersertipikatlebih

cepat jika dibandingkan dengan tanah yang belum

bersertipikat.Untuktanahyangsudahbersertipikatjangka

waktunya adalah 20 harisedangkan untuk tanah yang

belum bersertipikatjangkawaktunyaadalah120hari.

Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya wakaf

tersebutpadaKantorBadanPertanahanNasionaldalam

sertipikattanahhakmilikyangdiwakafkan,tanahwakafitu

telah mempunyaialatpembuktian yang kuat,berupa

“sertipikatwakaf”64

Penulis mengambilkesimpulan bahwa perbuatan

yang dapatdilakukan untuk mengamankan pemberian

wakafatastanahsecaradibawahtanganagartetapdiakui

olehnegaraadalah:

1. Apabilawakifmasihhidupbentukpengamanannya

dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh

PejabatPembuatAktaIkrarWakaf(AIW).

2. Apabila wakif telah meninggal dunia bentuk

64RachmadiUsman,2009.Hukum PerwakafandiIndonesia,(Jakarta:SinarGrafika).hal
94.
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pengamanannyadengandibuatkanAktaPengganti

IkrarWakaf(AIW)olehPejabatPembuatAktaIkrar

Wakaf(AIW).

3. Melakukan balik nama dalam rangka pembuatan

sertipikatwakaf.

Sehinggamenurutpenulis,apabilaterjadisengketa

dikemudianhariyangberkaitandengankepemilikantanah

wakaf,penyelesaiansengketatermasukdalam yurisdiksi

Pengadilan Agama,yaitu sepanjang masalah sah dan

tidaknyaperbuatanmewakafkantanahmiliksebagaimana

diaturdalam PeraturanPemerintahNomor28Tahun1977

dan masalah-masalah lainnya yang menyangkutwakaf

berdasarkan syari’at Islam65.Dengan demikian,berarti

masalah-masalahlainnyayangsecaranyatamenyangkut

hukum perdata dan hukum pidana diselesaikan melalui

hukum acaradalam PengadilanNegeri.

4.2.4 PerubahanPeruntukanTanahWakaf

Padaprinsipnya, hartabendayangdiwakafkanitu

dilaranguntuk:

a. dijadikanjaminan;

b. disita;

c. dihibahkan;

65RachmadiUsman,2009.Hukum PerwakafandiIndonesia,(Jakarta:SinarGrafika).hal
97
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d. dijual;

e. diwariskan;

f. ditukar;atau

g. dialihkandalam bentukpengalihanhaklainnya.

Dikecualikanapabilahartabendawakafyangtelah

diwakafkan tersebutdigunakan untukkepentingan umum

sesuaidengan rencana umum tata ruang berdasarkan

ketentuanperaturanperundang-undanganyangberlakudan

tidakbertentangandengansyariah.

Tabel1.3

DataTanahWakafYangBerubahPeruntukannyadiKecamatanDungingi
No Lokasi Luas

(M2)
Penggunaan Wakif Nazir Sertifikat Pelaksanaan

wakafKec Kel No Tanggal

1 Dunging
i

Libuo 250.61 Pekuburan SarjanHarun Zulkifli
Harun

18/5/2010

SumberdatadiperolehdariApril2021diKecamatanDungingi

Hasil pengamatan peneliti dilapangan diketahui

sepertipadadatatabeldiatasbahwaadanyatanahwakaf

yang dialihkan peruntukannya yaknitanah wakaf yang

beradadiKelurahanLibuo,yaknidiperuntukandidirikannya

untukpekuburandiubahmenjadiTamanPendidikanQuran

Al-Adha.Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor

KUA Kecamatan Dungingi,BapakHasyrulM.Ismail,S.EI66

beliaumenegaskan:

“Pengalihanitudilakukankarenakebutuhanorganisasi,
sepertiyang tanah yang ada diKelurahan Libuo.

66Wawancaradilakukantanggal5Mei2021
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Kemarin kan pada saatpembentukan kecamatan
Dungingibutuh tanah untuk pembangunan gedung
pemerintah,sehingganyanaziriniberinisiatifkarena
merasatanahwakafinitidakmemilikipengembangan
yang produktif makanya beliau mengalihkan ke
pembangunan gedung pemerintah dimana itu juga
merupakan amaljariyah darisiwakifini.Tujuan
mereka melakukan pengalihan tersebut,daripada
tanah tersebut diam,tidak ada aktivitas disitu,
sehingganyakanuntukmendapatkanpahalajariyah
seperti yang diinginkan wakif tadi tidak akan
terlaksana.Maka dengan didirikannya TPQ diatas
tanahwakaftadiakantercapainiatdaripemberiwakif,
akan ada amaljariyah yang insya Allah kembali
kepada si wakif karena telah menyedekahkan
hartanya.”

Menurutpenulis,meskipunniatan nazirtersebutbaik

sebaiknya ketika terjadi perubahan diberitahukan dan

dilaksanakansesuaidenganaturan,sepertipengecualianitu

punbarubisadilakukansetelahmemperolehizintertulisdari

MenteriAgamaataspersetujuanBadanWakafIndonesia.

Padadasarnya,terhadaphartayangtelahdiwakafkantidak

dapatdilakukanperubahanataupenggunaanlainselainyang

dimaksud dalam ikrarwakaf.Jadijika ingin melakukan

perubahanperuntukantanahwakafdariyangseharusnya

hanyadijadikanlahankuburan,sebagianlagidipergunakan

untukgedungpemerintah.

Penyimpangandariketentuantersebuthanyadapat

dilakukanterhadaphal-haltertentusetelahterlebihdahulu

mendapatpersetujuan tertulis darikepala KantorUrusan
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Agama(“KUA”)dikecamatansetempatberdasarkansaran

darimajelis ulama dikecamatan dan camatsetempat

denganalasansebagaimanaditerangkan Pasal225 Instruksi

Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan

KompilasiHukum Islam:

karenatidaksesuailagidengantujuanwakafseperti

diikrarkanolehwakif;ataukarenakepentinganumum

Pasal36UUWakafkemudianmenegaskanbahwa:

Dalam halharta benda wakafditukaratau diubah

peruntukannyaNazhirmelaluiPPAIW mendaftarkan

kembalikepadaInstansiyangberwenangdanBadan

WakafIndonesiaatashartabendawakafyangditukar

atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan

ketentuanyangberlakudalam tatacarapendaftaran

hartabendawakaf.

Menurut penulis dengan demikian, perubahan

pengelolaan,pengembangan dan perubahan peruntukan

yangdilakukanolehnazhirsebagaimanatersebutdiatas

diperbolehkan asalkansesuaimekanismemenuruthukum,

yaitu mendaftarkan kembali kepada instansi yang

berwenangdanBadanWakafIndonesiaatashartabenda

wakafyangditukarataudiubahperuntukannyaitu.

Patutdipahamibahwa haltersebutdiperbolehkan

sepanjangperubahandilakukanolehnazhirdanbukanpihak

lain.Dalam mengembangkanhartabendawakaf,menurut
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hematkami,nazhirpunbisabekerjasamadenganpihak

ketiga dengan memperhatikan bahwa pendapatan yang

diperolehdaribagihasildenganpihakketigatersebuttetap

menjadipemasukanmasjidsebagaipenerimawakaf.

JikamemperhatikanPasal12UUWakaf,makanazhir

pun berhak atas pendapatan dari pengelolaan dan

pengembanganhartawakafyangbesarnyatidaklebihdari

10%.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana.dimaksud

dalam Pasal11,Nazhirdapatmenerimaimbalandari

hasilbersih atas pengelolaan dan pengembangan

hartabendawakafyangbesarnyatidakmelebihi10%

(sepuluhpersen).

Padaprinsipnyasetiaphartayangtelahdiwakafkan

telahdilepaskankepemilikannya,termasukhak-haklainyang

menyertainya.Jikaadahasildaripengelolaantersebut,maka

hasilpendapatandiberikankepadapenerimawakaf,dalam

haliniuntuktanahpekuburanumum,artinyatidakadalagi

hakbaginyauntukmengambilkeuntunganataukemanfaatan

darihartabendawakafnyaitu.

Menurutpenulis,bagitanahwakafyangdikemudian

hari akan diubah peruntukan awalnya sebaiknya

menyegerakan dilakukan prosedurwakafatau perubahan

peruntukan wakaf yang seharusnya agar tidak terjadi

masalahkedepannyasekaligusmemberijaminankepastian
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hukum terkait pelaksanaan wakaf tersebut dengan

menghubungiBadanWakafIndonesiaatauKUA dimana

lokasihartawakaftersebutberada.
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BABV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.Perlindungan hukum atas tanah wakafydiKecamatan

Dungingidapatditempuhmelalui1)perlindunganhukum

terhadapperbuatanhukum syaratdimanamemuatsyarat

wakafsebelum ikrar,2)AIW maupunAPAIW merupakan

buktiotentikperbuatanhukum wakaf.Wakafyangyang

tidak dibuatkan AIW maupun APAIW tidak memiliki

kekuatan hukum dan rentang penyimpangan sehingga

diperlukan sarana hukum untuk melindungi. Bentuk

pengamanan yang dapatdilakukan yaitu;apabila wakif

masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan

AIW,danapabilawakiftelahmeninggalduniadibuatkan

APAIW olehPPAIW.3)SetelahdibuatkanAIW/APAIW untuk

bendawakafberupatanahmilikselanjutnyadidaftarkan

untukdilakukanperubahansertifikatkeBadanPertanahan

Kabupaten/Kota menjadisertifikat tanah wakaf untuk

pendataansebagaipenambahanasetpublik.

2.Kendala tanah perlindungan tanah wakafdiKecamatan

Dungingiyaitu:a)belum terpisahdariaktaInduk:dimana
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akan dilakukan pemecahan atau pelepasan hak oleh

pemiliknyamelaluiBPN.b)KeluargaWakifatauahliwaris

tidakmaubertandatanganjikanadzirataupegawaiKUA

datang meminta tandatangan pada berkas pengajuan

permohonan sertifikatwakaf;c)Adanya ProyekOperasi

NasionalAgraria(PRONA)beberapawilayahtanahwakafdi

Kecamatan Dungingi mendapat bagian pembuatan

sertifikatwakafgratis,sisanyamenungguhinggaprogram

selesaiuntukpengajuanmandiri;d)Perubahanperuntukan

tanah wakaf,terjadipergeseran dariikrarwakafterkait

peruntukantanahyangtelahdiwakafkannya,dimanauntuk

dijadikanlahanpekuburanumum,namuntanahtersebut

dipangkassebagiandemipembangunanpuskesmas

5.2 Saran

1.Perlunya peningkatan pengawasan melalui kegiatan

sosialisasiterhadap lembaga-lembaga pengelola tanah

wakaf dan masyarakat sehingga tujuan wakif yang

mewakafkantanahnyasesuaidengaharapannya.

2.Diharapkan bagi wakif yang mewakafkan tanahnya

sebagian,melakukanpemecahan/pelepasanhakterlebih

dahuluagarmemudahkanpengajuansertifikatwakafdan

ahliwaris mengetahuidengan baik tanah mana yang

diwakafkan.
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